
BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR           :      500.12.6 /Kep.     366     -Diskominfo/2024
LAMPIRAN      :       1 (satu) hampiran

TENTANG

PENETAPAN PEDOMAN MANAJEMEN DATA SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK

BUPATI CIREBON,

Menimbang      :    a.  bahwa    dalam    ran9ka    mewujudkan    birokrasi    dan
peldyanan publik yang berkinelja tinggi, maka diperlukan
pengelolaan    manajemen    data    yang    handal    untuk
melakukan   akselerasi   penerapan   sistem   pemerintahan
berbasis     elektronik     di     lin9kungan      Pemerintahah
Kabupaten Cirebon;

b.  bahwa  dalam  ran8ka  pengelolaan  peningkatan  kualitas
Manajemen Data untuk mendukung pelaksanaan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik sesuai ketentuan Pasal
36   Peraturan  Bupati  Cirebon   Nomor  96   Tahun   2022
tentang     Sistem     Pemerintahan     Berbasis     Elektronik
diperlukan pedoman pelaksanaan Manajemen Data Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik;

c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagalmana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Bupati   tentang   Penetapan   Pedoman   Manajemen   Data
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Mengingat         :     1.  Undang-Undang     Nomor     14     Tahun     1950     tentang
Pembentukan       D aerah-Daerah       Kabupaten       Dalam
Lingkungan Ptopinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia  tanggal  8  Agustus  Tahun  1950)  sebagaimana
telah     diubah     dengan     Undang-Undang     Nomor     4
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta
dan        Kabu paten        S ubang       dengan        mengubah
Undang-Undang     Nomor     14     Tahun     1950     tentang
Pembe ntu kan       Daerah -Daerah       Kabupaten       Dalam
Lingkungan   Propinsi   Djawa   Barat   (Lembaran   Negara
Republik  Indonesia  Tahun   1968  Nomor  31,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851 ) ;



2.  Undang-Undang     Nomor     14     Tahun     2008     tentang
Keterbukaan lnfomiasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun  2008  Nomor  61  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;

3.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor    112,    Tambahan    I+embaran    Negara    Republik
Indonesia Nomor 5038) ;

4.  Undang-Undang     Nomor     23     Tahun     2014     tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun  2014  Nomor  244,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik   Indonesia   Nomor   5587)    sebagaimana   telah
diubah  beberapa  kali,  terakhir  dengan  Undang-Undang
Nomor   6   Tahun   2023   tentang   Penetapan   Peraturan
Pemerintah      Pengganti      Undang-Undang      Nomor      2
Tahun 2022 tentang Cipta Kelja menjadi Undang-Undang
(Lembaran    Negara    Republik    Indonesia   Tahun    2023
Nomor    41,    Tambahan    Lembaran    Negara    Republik
Indonesia Nomor 6856) ;

5.  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil    Negara    (I.embaran    Negara    Republik    Indonesia
Tahun  2023  Nomor   141,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 6897) ;

6.  Peraturan  Pemerintah   Nomor  61   Tahun   2010   tentang
Pelaksanaan   Undang-Undang   Nomor   14   Tahun   2008
tentang Keterbukaan Informasi  Publik (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2010  Nomor  99,  Tambahan
Ijembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149) ;

7.  Peraturan   Pemerintah   Nomor  96  Tahun   2012   tentang
Pelaksanaan   Undang-Undang   Nomor   25   Tahun   2009
tentang   Pelayanan   Publik   (Ijembaran   Negara   Republik
Indonesia Tahun  2012  Nomor 215,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357) ;

8.  Peraturan   Presiden   Nomor   95   Tahun   2018   tentang
S istem           Pemerintahan           B erbasis           Ele ktronik
(I.embaran    Negara    Republik    Indonesia    Tahun    2018
Nomor 182);

9.  Peraturan  FTesiden  Nomor  39  Tahun  2019  tentang  Satu
Data   Indonesia   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Tahun 2019 Nomor 112);

10.  Peraturan   Presiden   Nomor   132   Tahun   2022   tentang
Arsitektur   Sistem    Pemerintahan    Berbasis    Elektronik
(Lembaran    Negara    Republik    Indonesia   Tahun    2022
Nomor 233);



11. Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan
Reformasi  Birokrasi  Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Tata
Cara   Pemantauan   dan   Evaluasi   Sistem   Pemerintahan
Berbasis   Elektronik   (Berita   Negara   Republik   Indonesia
Tahun 2020 Nomor 994);

12.Peraturan     Daerah     Kabupaten     Cirebon     Nomor     21
Tahun    2018    tentang    Penyelenggaraan    Pemerintahan
Berbasis Teknologi lnformasi dan  Komunikasi di Lingkup
Pemerintah     Kabupaten     Cirebon     (Lembaran     Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 12, Seri D);

13.Peraturan     Daerah     Kabupaten     Cirebon     Nomor     12
Tahun    2016    tentang    Pembentukan    dan    Susunan
Peran8kat Daerah  Kabupaten  Cirebon  (Lembaran  Daerah
Kabupaten  Cirebon Tahun  2016  Nomor  12)  sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon
Nomor  1  Tahun 2021  tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Cirebon      (Lembaran      Daerah      Kabupaten      Cirebon
Tahun 2021 Nomor 1);

14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 96 Tahun 2022  tentang
Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berba'sis Elektronik
di  Kabupaten  Cirebon  (Berita Daerah  Kabupaten  Cirebon
Tahun 2022 Nomor 96).

MEMUTUSEN

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

Pedoman  Manajemen  Data,  sebagainana  tercantum  dalam
Lanpiran  yang  merupakan  bagian  tidak  telpisahkan  dari
Keputusan ini.

:   Pedoman   Manajemen   Data   sebagalmana   dimaksud   pada
Diktum  KESATU  merupakan  pedoman  proses  perencanaan,
pengembangan, pembinaan dan pendayagunaan data di dalam
Sistem   Pemerintahan   Berbasis   Elektronik   di   lingkungan
Pemerintah Kabupaten Cirebon.

:   Segala   biaya   yang   timbul   sebagai   akibat   ditetapkannya
Keputusan  ini  dibebankan  pada  Anggaran  Pendapatan  dan
Belanja  Daerah  Kabupaten  Cirebon  dan/atau  sumber  lain
yang       sah       sesual       dengan       ketentu an       peratu ran
perundang- undangan.



KEEMPAT         :   Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada`tanggal  31   Juli   2024

Pj. BUPATI CIREBON,

wArm MluAyA

Tembusan :
Yth,  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi

Republik Indonesia.



LAMPIRAN :     KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR        :    500.12.6 /Kep.   366       -Diskominfo/2024
TANGGAL    :      31   Juli   2024
TENTANG    :    PENETAPAN      PEDOMAN      MANAJEMEN      DATA

SISTEM PEMERINTAIIAN BERBASIS ELEKTRONIK

MANAJEMEN DATA

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

BABI
PENDAIIULUAN

1.1. Latar Belakang

Revolusi   teknologi   informasi   dan   komunikasi   (TIK)    bagi   pemerintah
memberikan peluang untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara
melalui  penerapan  sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elelctronik  (SPBE)  atau  e-
goz;emmerit, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk
memberikan layanan kepada instansi pemerintah, Aparatur Sipil Negara (ASN),
pelaku  bisnis,  masyarakat,  dan  pihak-pihak  lainnya.  Penerapan  SPBE  akan
mendorong  dan  mewujudkan  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  terbuka,
partisipatif,  inovatif,  dan  akuntabel,  meninglratkan  kolaborasi  antar  instansi
pemerintah   dalam   melaksanakan   urusan   dan   tugas   pemerintahan   untuk
mencapai  tujuan  bersama,  meningkatkan  kualitas  dan jangkauan  pelayanan
publik   kepada   masyarakat   luas,   dan   menekan   tingkat   penyalahgunaan
kewenangari  dalam  bentuk  kolusi,  korupsi,  dan  nepotisme  melalui  penerapan
sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Momentum   pengembangan   SPBE   telah   dimulai   sejak   diterbitkannya
Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional
Pengembangan  E-Government  dimana  menteri,  kepala  lembaga,  dan  kepala
daerah diinstruksikan untuk melaksanakan pengembangan SPBE sesuai tugas,
fungsi,  kewenangan,  dan  kapasitas sumberdaya yang dimiliki.  Sejalan  dengan
itu,   Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Cirebon  telah  melaksanakan  penerapan
SPBE  dalam  penyelenggaraan  pemerintah.  Namun  demikian,  penerapan  SPBE
lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon masih menemui kendala, salah satunya
dalam penerapan manajemen data.

Data merupakan substansi penting dalam proses pembangunan, termasuk
dalam   proses   penyelenggaraan   SPBE.   Data   menjadi   dasar   dalam   proses
pengambilan kehijakan pemerintah yang menentukan apakah suatu kebijakan
tepat  atau  justm  sebaliknya.  Permasalahannya,  meskipun  data  tersedia  di
semua  instansi,  namun  kenyataannya  data  sulit  dicari.   Kalaupun  datanya
tersedia,   belum  tentu  data  tersebut  akurat  dan  1+p  to  c!ate.   Hal  ini  yang
menyebabkan sulitnya menentukan kehijakan yang tepat.



Peraturan   Presiden   (Perpres)   Nomor   95   Tahun   2018   tentang   Sistem
Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  mengamanahkan  bahwa  untuk  menjamin
terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai
dasar  perencanaan,  pelaksanaan,  evaluasi,  dan  pengendalian  pembangunan
nasional  perlu  dilakukan  manajemen  data.  Hal  ini  sejalan  dengan  amanah
Peraturan FTesiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia bahwa
tujuan Satu Data Indonesia adalah untuk mewujudkan ketersediaan data yang
akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses
dan  dibagipakaikan  antar  instansi  pusat  dan  instansi  daerah  sebagai  dasar
perencanaan , pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

Berdasarkan  kedua  Perpres  tersebut,  tata  kelola  atau  manajemen  data
adalah  hal  mendasar  yang  menjadi  pijakan  awal  dalam  proses  penyusunan
kebijakan    pemerintah.    Manajemen    data   itu    sendiri    merupakan    proses
pengelolaan  data  mencakup  perencanaan,   pengumpulan,   pemeriksaan,   dan
penyebarluasan  yang  dilakukan  secara  efektif dan  efisien  sehingga  diperoleh
data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi.

Tata   kelola   data   di   Kabupaten   Cirebon   mengacu    pada   Peraturan
Bupati  Cirebon  Nomor  56  Tahun 2021  tentang Satu  Data Kabupaten  Cirebon.
Dalam    Peraturan    Bupati    tersebut    mengatur    mekanisme    perencanaan,
pengumpulan dan penyebarluasan data. Untuk mengatur manajemen data SPBE
lingkup  Pemerintah  Kabupaten  Cirebon  agar  dihasilkan  data  yang  akurat,
mutakhir,  terintegrasi  dan  dapat  diakses,  diperlukan  manajemen  data  SPBE
yang   harus   dilaksanakan   seluruh   Peran8kat   Daerah   lingkup   Pemerintah
Kabupaten Cirebon untuk mencapai tujuan SPBE.

1.2. Maksud dan Tujuan

Manajemen  Data  dimaksudkan  untuk  mengatur  tata  kelola  data  yang
tersistem  dan  terintegrasi  di  Pemerintah  Kabupaten  Cirebon  sebagai  bentuk
implementasi  penyelenggaraan  Tata  Kelola  SPBE  Tingkat  Kabupaten  Cirebon.
Adapun tujuan dari Manajemen Data tersebut adalah menyediakan data yang
akurat,  mutakhir,  terintegrasi  dan  dapat  diakses  sebagai  dasar  perencanaan,
pelaksanaan , evaluasi dan pengendalian pembangunan.
1.3. Sasaran

Manajemen Data dilaksanakan dengan sasaran sebagai berikut:
1)     Tersedianya  data yang  akurat,  mutakhir,  terintegrasi  dan  dapat  diakses

sebagai   dasar   perencanaan,   pelaksanaan,   evaluasi   dan   pengendalian
pembangunan;

2)     Terwujudnya penerapan SPBE di lin8lnip pemerintah Kabupaten cirebon;
3)     Meningkatnya   kinelja  pemerintahan   di   Pemerintah   Daerah   Kabupaten

Cirebon.



1.4. Ruang Lingkup Manajemen Data
Manajemen  Data  merupakan  serangkaian  proses  pengelolaan  arsitektur

data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data, dan interoperabilitas
data.  Perencanaan Manajemen Data tertuang pada Peta Rencana SPBE lingkup
Pemerintah Kabupaten Cirebon. Ruang lingkup manajemen data adalah sebagai
berikut:
1)   Arsitektur Data
2)   Data Induk dan Data Referensi
3)   Basis Data
4)   Kualitas Data
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MANAIEMEAV ARSITEKTUR DATA

Menurut Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16
Tahun 2020 tentang Manajemen Data SPBE, Arsitektur Data adalah model yang
mengatur  dan  menentukan jenis  data yang  dikumpulkan,  disimpan,  dikelola,
dan diintegrasikan dalam SPBE.  Manajemen Arsitektur Data adalah rangkaian
proses  untuk  menetapkan  dan  menyebarluaskan  komponen  Arsitektur  Data.
Komponen  utama dalam manajemen arsitektur data yaltu  meliputi  Spesifikasi
Data dan Ketentuan Data. Spesifikasi Data terdiri atas format dan struktur baku
untuk  Data  lnduk dan  Data  Referensi,  sedan8han  Ketentuan  Data  mencakup
tata   cara   perencanaan,   pengumpulan,   pemeriksaan   dan   penyebarluasan
spesifikasi data.

Tujuan  Manajemen  Arsitektur  Data  adalah  untuk:  (1)  Menyediakan  data
yang berkualitas tinggi; (2) Mengidentifikasi dan mendefmisikan kebutuhan data;
serta (3) Merancang struktur dan rencana untuk memenuhi kebutuhan data saat
ini  dan  kebutuhan  data  jangha  panjang.  Manajemen  Arsitektur  Data  SPBE
Tingkat  Daerah  juga  sebagai  perwujudan  dari  penyelenggaraan   Satu   Data
Indonesia  tingkat  daerah.  Dalam  Peraturan  Bupati  Nomor  56  Tahun    2022
tentang  Satu   Data  Kabupaten  Cirebon  mengatur  mekanisme  perencanaan,
pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan validasi, diseminasi dan analisis data.

Alur  tata  kelola  data  di  lingkup  Pemerintah  Kabupaten  Cirebon  adalah
sebagai berikut:
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Gambar 1. Alur Tata Kelola Data Lin8kup Pemerintal Kabupaten Cirebon
(Sesuai Perbup No. 56 Tahun 2022 tentang Satu Data

Kabupaten Cirebon)



Dalam tata kelola data di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon terdiri dari
6   tahapan,   yaitu   perencanaan,   pengumpulan,   pengolahan,   verifikasi   dan
validasi,  diseminasi  dan  analisis  data.  Masing-masing  tahapan  tersebut  tidak
lepas dari peran setiap penyelenggara Satu Data Kabupaten Cirebon.

a.    Perencanaan Data

Perencanaan   data   dilakukan   untuk   memenuhi   kebutuhan   data   dan
menghindari    duplikasi    data    serta    sebagai    acuan    dalam    pelaksanaan
pengumpulan  data.  Dalam  proses  perencanaan  data,  setiap  Produsen  Data
(Perangkat  Daerah/Desa/Kelurahan/Lembaga  I.ainnya)  membuat  daftar  data
sebagai  kebutuhan  data  daerah.  Daftar  data  dibuat  berdasarkan  pemetaan
kebutuhan data pemerintah daerah, arahan Forum Satu Data Indonesia Tingkat
Daerah  dan  disepakati  dalam  Forum  Satu  Data  Kabupaten  Cirebon.  Badan
Perencanaan  Pembangunan,  Penelitian  dan  Pengembangan  Daerah  Kabupaten
Cirebon   (Bappelitbangda)   sebagai   Koordinator   Forum   Satu   Data   Indonesia
Tingkat  Kabupaten  menetapkan  Daftar  Kebutuhan  Data  dan  Data  ELoritas
melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

Kriteria  data yang  dikategorikan  ke  dalam  Data  Prioritas  adalah  sebagai
berikut:

1)   Mendukung  prioritas  pembangunan  dan  prioritas  Bupati/Gubemur  yang
tertuang dalam RPJMD;

2)   Mendukung pencapaian tu].uan pembangunan berkelanjutan;
3)   Memenuhi kebutuhan program, kegiatan dan kebijakan yang mendesak.

F`orum Satu  Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cirebon ditetapkan dalam
Surat    Keputusan    Bupati    Cirebon    Nomor    048/Kep.266-diskominfo/2022.
Susunan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cirebon terdiri dari: ( 1)
Dewan Pengarah, (2) Pembina Data, (3) Walidata, (4) Walidata Pendukung Teknis,
(5)  Walidata Pendukung Verifikator ELnsip  Satu  Data,  dan  (6)  Produsen  Data.
Tugas  F`orum  Satu  Data Indonesia Tingkat Kabupaten  Cirebon  adalah  sebagai
berikut:

1)   Melaksanakan komunikasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data
Kabupaten Cirebon ;

2)   Merumuskan  dan  menyepakati  kebijakan  teknis  Sistem  Pengelolaan  Satu
Data Kabupaten Cirebon;

3)   Mengidentifikasi  dan  mengelola daftar data untuk sistem pengelolaan  data
telpadu,   serta   menetapkan   kewenangan   dan   tanggung   jawab   untuk
menerbitkan data agar dapat digunakan secara maksimal dan manfaatnya
dapat disebarluaskan ;

4)   Menyusun rencana aksi tahunan Sistem Pengelolaan Satu Data Kabupaten
Cirebon;

5)   Menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Kabupaten
Cirebon;



6)   Membahas dan menentukan Daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun
selanjutnya serta Daftar Data ELoritas;

7)   Menyiapkan  dan  menyampaikan  laporan  pelaksanaan  Sistem  Pengelolaan
Satu Data Kabupaten Cirebon secara berkala kepada Bupati.

Daftar  data yang  dibuat  oleh  Perangkat  Daerah  memuat  produsen  data
untuk  masing-masing  data,  satuan,  cara  pengumpulan  data,  pengkategorian
prioritas  atau  non  prioritas,  untuk kebutuhan  apa data tersebut dan  apakah
data boleh dipublikasi kepada umum atau hanya internal Pemerintah Daerah.
Selanjutnya daftar data tersebut diserahkan kepada Walidata (Dinas Komunikasi
dan  Infomatika  Kabupaten  Cirebon)  dan  ditetapkan  dalam  Surat  Keputusan
Bupati. Adapun format daftar data pada setiap Perangkat Daerah adalah seperti
tercantum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Format lsian Daftar Data Peraanghat Daemh Kabupaten Cirel.on

No El®m®n Data Frofueitsi Level Esdmasl
prforitas/ ch Pengumpr]an

Kebutuhaii
Publ lkaE!l (I nfe mat

Nor Prl- Din bemk.b~mum)

1

2

3
4
5

6
7
8
9

10

Dalam   kebijakan   pemerintah   daerah   Kabupaten   Cirebon,   data   yang
dikumpulkan oleh setiap Perangkat Daerah menjadi dasar penetapan kebijakan
perencanaan  anggaran.   Hal  ini  dimaksudkan  agar  pengumpulan  data  oleh
Perangkat Daerah bebalan tepat waktu dan diperbaharui secara terus menerus.
Daftar  Data  Prioritas  setiap  Perangkat  Daerah  harus  dimasukkan  ke  dalam
capaian Indikator Kinelja Perangkat Daerah. Hal ini sesuai dengan yang tertuang
dalam Peraturan Bupati Cirebon tentang Satu Data Kabupaten Cirebon.

b.    Pengumpulan Data

Setelah   Daftar   Data   dibuat   oleh   masing-masing   Perangkat   Daerah,
selanjutnya Perangkat Daerah melakukan pengumpulan data dan penyusunan
metadatanya.   Walidata  Pendukung  yang  berkedudukan   di setiap   Perangkat
Daerah merekap  dan  memeriksa data,  mengklasifikasikan data sesuai dengan
keterbukaan informasi publik, selanjutnya menyerahkan data kepada Walidata,
baik melalui {rLpztrfung data ke dalam sistem aplikasi maupun secara manual.

Dari setiap Daftar Data yang telah ditetapkan, harus disusun metadatanya.
Metadata adalah infomasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk
menggambarkan   data,   menjelaskan   data,   serta   memudahkan   pencarian,
penggunaan,  dan  pengelolaan  informasi data.  Metadata  sering disebut sebagai
data  tentang  data  atau  inforlnasi  tentang  informasi.  Metadata  mengandung
informasi   mengenai   isi   dari   suatu   data   yang   dipakai   untuk   keperluan



manajemen   file/data  tersebut   dalam   suatu   basis   data.   Setiap   data  yang
dikumpulkan wajib ada metadatanya. Manfaat metadata adalah sebagai berikut:
/   Pembina    Data:    menjadi    alat    bagi    pengukuran    tingkat    kematangan

penyelenggaraan  statistik.  Dengan  adanya ukuran  tersebut,  pembina data
dapat menentukan program pembinaan statistik yang tepat sasaran  sesuai
dengan tingkat kebutuhan;

/   Produsen   Data:   menghindari  duplikasi  kegiatan,   meningkatkan   efisiensi
anggaran, peningkatan nilai organisasi karena tatakelola informasi yang balk,
memudahkan    seluruh    unsur    pimpinan    dalam    memahami    indikator
kineljanya,   dan   menjaga   kesinambungan   data   pada   saat   pergantian
pengelola kegiatan / data;

/   Walidata: memudahkan dalam memahami dan mengelola data dan informasi
sebagai   investasi   organisasi,    dokumentasi   tahapan   pengolahan   data,
pengendalian    mutu,    definisi,    penggunaan    data,    keterbatasan,    dan
sebagainya, serta mencegah kesalahan dalam penyampaian data;

/   Pengguna  Data:   dapat  memudahkan  dalam  memahami  data,   mencegah
kesalahan  penggunaan  dan  interpretasi  data,  serta  menjamin  ketepatan
dalam pemanfaatan data.

Metadata terdiri dari 3 jenis dengan masing-masing format yang berbeda,
yaitu  (1)  Metadata  Kegiatan  Statistik;  (2)  Metadata  Variabel;  dan  (3) Metadata
Indikator.  Formulir  metadata  mengacu  pada  Peraturan  Kepala  Badan  Pusat
Statistik  Nomor  5  Tahun  2020  tentang  Petunjuk  Teknis  Metadata  Statistik
seperti tercantum dalam Lampiran 1. Penjelasan masing-masing jenis metadata
tersebut adalah sebagai berikut:
-    Metadata Keglatan

Kegiatan  statistik  adalah  tindakan  yang  meliputi  upaya  penyediaan  dan
penyebarluasan  data,  upaya  pengembangan  ilmu  statistik,  dan  upaya  yang
mengarah pada berkembangnya Sistem Statistik Nasional.  Kegiatan statistik ini
bertujuan untuk menyediakan data statistik yang len9kap, akurat, dan mutakhir
guna mendukung pembangunan nasional. Data statistik dapat diinterpretasikan
dengan  benar  dan  tepat  jika  karakteristik  atau  atribut  dari  data  tersebut
didefinisikan   dalam   bentuk   metadata   statistik.   Metadata   kegiatan   adalah
sekumpulan  atribut  informasi  yang  memberikan  galnbaran/dokumentasi  dari
penyelenggaraan kegiatan statistik.

Tabel 2. Stmhar Balm Metadata Kegintan Statistik

No Struktur Metadata Kegiatan
1 Nana kegiatan statistik
2 Identifikasi penyelenggara
3 Tuj uan pelaksan-
4 Periode pelaksanaan



5 Cakupan Wilayah
6 Rancangan pengumpulan data/ metodologi
7 Rancangari pengolahan data
8 Level estimasi

9 Analisis

-    Metadata variabel

Variabel  didefinisikan  sebagai  konsep  yang  dapat  diukur  dan  memiliki
variasi hasil pengukuran. Variabel statistik merupakan variabel yang digunakan
pada  kegiatan  statistik  yang  diselenggarakan  oleh  instansi/lembaga.   Setiap
variabel  memiliki  konsep  dan  defmisi  yang  perlu  dipahami  terlebih  dahulu
sebelum menggunakan variabel tersebut. Data yang dikumpulkan dari variabel-
variabel  kegiatan  statistik  akan  menghasilkan  angka-angka  statistik  maupun
indikator. Variabel didefinisikan sebagai konsep yang dapat diukur dan memiliki
variasi hasil pengukuran. Variabel statistik merupakan variabel yang digunakan
pada kegiatan statistik yang diselenggarakan oleh instansi/ lembaga.

Tabd 3. Stmhir Bah Metadata Vdriabel

No Struktur Metadata Variabel
1 Kode Kegiatan

2 Nana Variabel
3 Alias

4 Konsep

5 Definisi

6 Referensi Pemilihan

7 Referensi Waktu

8 Tipe Data

9 Domain Value

10 Kalimat Pertanyaan
11 Apakah Variabel dapat Diakses Umum

-    Metadata lndikator
Metadata indikator adalah sekumpulan atribut informasi yang memberikan

gambaran/dokumentasi   dasar   terbentu]mya   suatu    indikator,    interpretasi
terhadap suatu indikator, varibel pembentuk indikator, rumus yang digunakan
dalam  metode  penghitungan  indikator,  dan  informasi  lain  yang  perlu  untuk
diketahui    dalam    upaya    memberikan    pemahaman    yang    tepat    dalam
menggunakan nilai indikator yang dihasilkan.



Tabel 4. Strulstur Balni Metadata lndikator

No Struktur Metadata Indikator
1 Nana Indikator
2 Konsep

3 Definisi

4 Interpretasi
5 Metode / Rumus Penghitungan
6 Ukuran
7 Satuan
8 Klasifikasi

9 Publikasi ketersediaan indikator pembangun
10 Nama Indikator Pembangun
11 Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun

12 Nana Variabel Pembangun
13 Level Estimasi

14 Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Penyusunan     metadata     dilakukan     oleh     Produsen     Data,     dengan
pendampingan  dari  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  serta  Badan  Pusat
Statistik  Kabupaten  Cirebon  dan  Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Jawa  Barat.
Pendampingan penyusunan metadata dilakukan secara bertahap, diawali dengan
sosialisasi tentang metadata,  desk penyusunan metadata pertama dan  kedua,
serta  desk  ketiga jika  diperlukan.  Selain  itu juga  dilakukan  rapat  koordinasi
dalam penyusunan metadata statistik sektoral.

Dalam proses pengumpulan data statistik sektoral, terdapat 4 cara yaitu: ( 1)
Sensus;  (2)  Survei;  (3)  Kompilasi  produk administrasi;  dan  (4) Cara lain  sesuai
dengan  perkembangan  teknologi.  Untuk  pengumpulan  data  dengan  metode
survei, baik dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga lain wajib melaporkan
kegiatan  statistik  tersebut  kepada  EPS.  Selanjutnya  EPS  akan  memberikan
rekomendasi  yang   menyatakan   kegiatan   tersebut  layak   atau   tidak   untuk
dilanjutkan.  Tata  cara  pemberian  rekomendasi  pada  kegiatan  statistik  yang
diselenggarakan oleh pemerintah mengacu pada Panduan Rekomendasi Kegiatan
Statistik yang  dikeluarkan  oleh  Badan  Pusat  StaLtistik  dengan  nomor  katalog
1303019.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  16 Tahun  1997
tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun
1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, penyelenggara survei statistik sektoral
wajib   memberitahukan   rencana   penyelenggaraan   surveinya   kepada   BPS,
mengikuti    rekomendasi    yang    diberikan    BPS,    dan    menyerahkan    hasil



penyelenggaraan    survei   yang   dilakukannya   kepada   EPS.    Pemberitahuan
rancangan penyelenggaraan  survei statistik sektoral kepada EPS dimaksudkan
agar  dalan  penyelenggaraan  statistik  tidak  teljadi  duplikasi  penyelenggaraan
survei dan hasil kegiatan statistik sektoral tersebut dapat dimanfaatkan secara
optimal  serta dalam rangka menyusun metadata statistik sektoral yang dapat
diakses oleh semua pihak.

Penyampaian   pemberitahuan   penyelenggaraan   survei   statistik   sektoral
dilakukan dengan menggunakan kuesioner FS3 yang dapat diperoleh dari kantor
BPS  terdekat  ataupun  dengan  mengakses  website  Sistem  Informasi  Rujukan
Statistik  EPS  dengan  alamat  htto: / /sirusa.bDs.go.id.  Kuesioner  F`S3  terdapat
dalan lrampiran 2.

-    Pengolahan Data

Walidata melakukan pengolahan data balk melalui sistem ataupun manual
dengan     tahapan:     (1)     Penerimaan;     (2) Pengelompokan;     (3) Penyuntingan,
(4) Penyandian;    dan    (5) Perekaman/penyimpanan    data.    Selanjutnya    data
diverifikasi   dan   validasi   oleh   Walidata   sesuai   dengan   Prinsip   Satu   Data
Indonesia, yaitu  Standar Data,  Metadata,  Kode Referensi dan Interoperabilitas.
Apabila   data   tidak   sesuai   dengan   Prinsip   Satu   Data   Indonesia,   maka
dikembalikan  kepada  Perangkat  Daerah  yang  mengumpulkan  data  tersebut
untuk diperbaiki sesuai hasil pemeriksaan. Apabila data tersebut sudah sesuai
dengan Prinsip Satu Data Indonesia, maka Walidata melakukan approt;dr pada
Sistem  Aplikasi  dan  penyebarluasan  melalui   Portal   Open   Data  Kabupaten
Cirebon dalam website cirebonkab.go.id.

Data Prioritas yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data juga diperiksa
oleh  Walidata,  dan  diperiksa  kembali  oleh  Pembina  Data.  Hasil  pemeriksaan
Pembina Data, disampaihan oleh Walidata kepada Pembina Data. Apabila tidak
sesuai   dengan   prinsip   Satu   Data   Indonesia,   maka   dikembalikan   kepada
Produsen Data untuk diperbaiki.

Data  yang  dikumpulkan  oleh  Produsen  Data  dikelompokkan  per  sektor,
yaitu sebagai berikut:

Tabel 5. Pengelompokan Data per Seltol
No Sektor Perangkat Daerah

1 Sosial Budaya 1.  Dinas Pendidikan
2.  Dinas Kesehatan
3.  Dinas Sosial
4.  BPBD
5.  Dinas Ketenagakeljaan
6.  Dinas   Kependudukan   dan   Pencatatan

Sipil
7.  Dinas Pengendalian Penduduk,  Keluarga

Berencana,    Pemberdayaan    Perempuan
dan Perlindungan Anak



8.  Dinas   Pemberdayaan   Masyarakat   dan
Desa

9.  Dinas Pemuda dan Olah Raga
10. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
11.Dinas     Pemadaman     Kebakaran     dan

Penyelamatan
2 Ekononii 1.  Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

2.  Dinas Pertanian
3.  Dinas Perdagangan dan Perindustriari
4.  Dinas     Koperasi,     Usaha     Kecil     dan

Menengah
5.  Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
6.  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Teapadu Satu Pintu
3 Fisik/Infrastruktur 1.  Dinas Pekeljaan Umum dan Tata Ruang

2.  Dinas            Perumahan,             Kawasan
Permukiman dan Pertanahan

3.  Dinas Lingkungan Hidup
4.  Dinas Perhubungan

4 Pemerintahan 1.  Sekretariat Daerah
2.  Sekretariat Dewan
3.  Inspektorat
4.  Dinas Komunikasi dan Informatika
5.  Badan      Perencanaan      Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah
6.  Badan Keuangan dan Aset Daerah
7.  Badan Pendapatan Daerah
8.  Badan  Kepegawafan  dan  Pengembangan

Sumber Daya Manusia
9.  Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
10.      Satuan polisi pamong FTaja

-    Analisis Data

Walidata   dan   FTodusen   Data   melakukan   analisis   data   untuk   bahan
rekomendasi   kebijakan   pembangunan.   Analisis   data   ini   dilakukan   secara
mandiri maupun dengan melibatkan pakar/ahli. Selanjutnya hasil analisis data
dapat   dimanfaatkan   oleh   Bappelitbangda   dalam   merumuskan   kebijakan
pembangunan daerah. Analisis data juga dilakukan dalam bentuk infografis agar
lebih memudahkan pengguna data dalam memahami informasi dan hasil analisis
yang disaj ikan.

-    Penyebarluasan Data

Penyebarluasan      Data      merupakan      kegiatan      pemberian      akses,
pendistribusiari,  dan  pertukaran  data.  Penyebarluasan  data  dilakukan  oleh



Walidata   melalui    portal    Open    Data    Kabupaten    Cirebon    dalam   website
cirebonkab.go.id.   Selain   melalui   sistem   aplikasi,   penyebarluasan  data  juga
dilakukan    melalui    media    cetak   dan    media    elektronik   lainnya    dengan
memperhatikan kerahasiaan, privasi, keamanan dan Hak Kekayaan lntelektual.
Data yang disebarluaskan adalah data yang statusnya informasi terbuka.



BAB Ill

MANAJEMEN DATA INDUK DAN DATA REFERENSI

Manajemen    Data    Induk    dan    Data    Referensi    dilaksanakan    untuk
menyediakan data yang:  (a)  sesual struktur dan format baku yang ditentukan;
(b) dapat dijadikan acuan untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir dan
dapat dibagipakaikan;  serta (c)  menghindari duplikasi.  Data Induk adalah data
yang  merepresentasikan  objek dalam  proses  bisnis pemerintah  sesuai  dengan
Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia.  Sementara itu, data referensi
adalah komponen yang mendiskripsikan substansi data yang berupa spesifikasi
dan  kategorisaLsi,  dan  ketentuan  mengenai  data,  serta  mengintegrasikannya
dengan domain arsitektur SPBE yang lain.  Dalam data referensi terdapat Kode
Referensi, yaitu tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan
makna,  maksud,  atau  norma  tertentu  sebagai  rujukan  identitas  Data  yang
bersifat unik.

Sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Perencanaan  Pembangunan   Nasional
Nomor  16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik,  perencanaan  Data  lnduk  dan  Data  Referensi  dilaksanakan  oleh
Forum  Satu  Data  Indonesia  tingkat  pusat  berdasarkan:  (a)  Daftar  Data;  (b)
Usulan  Pembina  Data;  dan  (c)  Arahan  Dewan  Pengarah  Satu  Data  Indonesia.
Pengumpulan  Data Induk  dan  Data  Referensi  dflakukan  oleh  Walidata dalam
Forum  Satu  Data Indonesia tin8kat pusat.  Pemeriksaan  Data Induk dan  Data
Referensi  dilakukan  oleh  Forum  Satu  Data  Indonesia  tingkat  Pusat  untuk
memastikan:  (a) Kesesuaian  dengan  struktur  dan  format  baku;  (b) Kesesuaian
dengan Daftar Data tahun berikutnya; dan (c) Tidak teljadi duplikasi.

Data   Induk   dan   Data   Referensi   disepakati   dalam   Forum   Satu   Data
Indonesia tingkat pusat.  Data Induk dan  Data Referensi yang telah disepakati
disampaikan   oleh   Koordinator  F`orum   Satu   Data   Indonesia   kepada   Dewan
Pengarah Satu Data Indonesia. Selanjutnya Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional (PPN/Bappenas) menetapkan Data lnduk dan Data Referensi yang telah
disepakati.   Penyebarluasan  Data  Induk  dan  Data  Referensi  dilakukan  oleh
Walidata melalui Portal Satu Data. Indonesia.  Pembaruan Data Induk dan Data
Referensi diperbarui sesuai kebutuhan. Koordinator Forum Satu Data Indonesia
tingkat  pusat  mengoordinasikan  pembaruan  Data  Induk  dan  Data  Referensi
dalaln Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.

Kegiatan Manajemen Data lnduk dan Data Referensi dilaksanakan selaras
dengan  perumusan  dan  penyepakatan  Kode  Referensi  sebagaimana  dimaksud
dalam Peraturan FTesiden tentang Satu Data Indonesia. Koordinator Forum Satu
Data  Indonesia  tingkat  pusat  merumuskan  kebijakan  teknis  dalam  rangka
penyelarasan manajemen Data Induk dan Data Referensi dengan Kode Referensi.



Di tingkat daerah, Walidata Tin8hat Daerah telah menyusun Data lnduk dan
Data Referensi sesuai dengan tugas dan kewenangan setiap Peran8kat Daerah.
Dari identifikasi dan  inventaris data yang telah dilakukan,  selanjutnya dibuat
Daftar    Data    seperti    tercantum    dalam    Lampiran    3.    Bersama    dengan
Bappelitbangda   Kabupaten   Cirebon   sebagal   Koordinator   F`orum   Satu   Data
Tingkat  Daerah  dan  BPS  Kabupaten  Cirebon  sebagai  Pembina  Data  Tingkat
Daerah,  telah disepakati Data Prioritas Pembangunan Daerah.  Penentuan Data
Prioritas  didasarkan  pada:  (a)  Indikator  Kinelja  Kunci  (IKK)  dalam  Laporan
Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  (LPPD);  (b) Standar  Pelayanan  Minimal
(SPM);  (c)  Indikator  Kinelja  dalam  RPJMD;  (d)  Indikator Tujuan  Pembangunan
Berkelanjutan; dan (e) Rencana Strategis setiap Perangkat Daerah.



Data Prioritas ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
Tabel 6. Penetapan Indikator Kinelja Utama (IKU) Daerah

Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024

Ho, Indihator RIned& Utam& Saturn

1. Persentase penanbahan budaya daerah yang dilestarikan Person

2. Jumlah kelompok/komunitas kebudayaan yang aktif Kelompok

3. Indeks Pembangunan Manusia qpMI Poin
4. Rata-rata Lama Sekolah(RLsl Tchun
5. Harapan Lama Sekolah (HIsl Talun
6. Umur Harapan IIidup ruHH) Tchun
7. Persentase Penduduk di Bawah Garis Kemishinan Person
8. Tinckat oengangguran terbuka Ptosen
9. PDRB Per Kapita Juta Rp
10.

Persentase Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)
Personvans tertan2ani di Kabui}aten Cirebon

11. Rasio Kesempatan Keria Persen
12. indeks Kerukunan Umat Beragana Poin

13.
Prosentase Penyelesaian F`riksi/ Gesekan antar Umat

PersenBera-a
14. Lai.u Pertumbuhan Ekonomi Prosen
15. Indeks Ghi Porn

16. Pengeluaran Perkapita Disesuaikan
RibuRupiah/Kapita/Tchun

17.
Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan

ProsenPerikanan
18. Pertumbuhan PDRB sektor lndustri Penfolahan Prosen

19.
Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran;

ProsenReparasi Mobil dan Sepeda Motor

20.
Pertumbuhan PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan

ProsenMakan Minum
21. Skor Pola Pangan HaraDan /PPHI Konsumst Poin
22. Skor Pola Panfan HaraDan (PPHI Ketersediaan Pain

23.
Indeks pembangunan infrastnilfur wilayah yang mantapfoajk'

Poin

24. Meninckatnva kualitas linedninfan hidup OIELHt Poin
25. Indeks Refomasi Birokrasi Indcks
26. Indeks kepuasan masvarakat (IKMl Poin
27. Indeks kemandinan fiskal daerah Prosen
28. Nflai SAKIP Poin
29. Opihi BPK terhadap LKPD VIP
30. Tndetrs Mchitoring Cinterjdr Pro-Ie'rition |MCp\ Porn
31. Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) Poin
32. Jumlah desa mandiri Desa
33. Indeks Ketertiban dan Ketenteraman Persen
34. Jumlah pelanfz=aran Perda Kasus
35. Indek resiko bencana Poin



Tabel 7. Penetapan Indikator Kineq.a Kunci (IKK) Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan
Tingkat Sasaran (Dampak/Impact) Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 -2024

No
AapeE/ F®fus/ Bldang Urusan/

RB-S SatuanIndikator Kineria Pembangqnan
Dacrah

I 2 3 4
ASPEK IDSE`]AHTERAA»
msTARAmT
FOKUS IDSE`)AHTERAAn DAN
pBMERATAAn BKOHOH[

1
Pertuinbuhan PDRB Atas Harga (PDRB pada tahun berkenaan - PDRB

Persentahun sebclumnya}/ PDRB tahunKonstan sebelumnva X IO0ryo

2 Laju irrdlasi Perubahan nflai inflari dari nilai Persontahun sebelumnra
3 PDRE per kapita

a.    PDRB per kapita ADHB PDRB ADHB/ jumlah Pendudck JutaRupiah

b.    PDRB per hapitaADHK PDRE ADHK/ jurnlch Penduduk JutaRut,iah

4 Indeks Gini
Tin8lrat lsesenjarigrn pendapatan

Poinyang dinitupg melalui variabel total
pendapatan dan total pengduaran
Tin Trmduduk

5 FTosentase pendudul= mirfun
Jumlah penduduk dibawah grris

Personkemirfunan/ total jumlah penduduk X
100Tyo

6 Indeks keparahan kcmistrinan Ketinpangrn peqgeduaran diantara Personrmduduk grain
7 Indeks kedalanan kenistrinan Rata-rata pengduaran penduduk Persenmistrin terhada:p garis kenislrinan

Fol[us IDSELIAlrmRAA)I soslAL,

8 IPM
(Indeks Kesehatanx lndeks

PornPendidhanxlndeksPepgaluaran)1/3x
loo

9 Angka Melck Hurut
•`mlah penduduk usia di alas 15

Persrm
tahun yang bisa baca tulis/ jumlah
penduduk usia 1 5 tahun ke atas x
1cOO/o

10 An8ka rata-rata Lama Sekolah

Jumlah tahun yang digLmakan oleh

Tahun

penduduk dalam menjalani
pendidihan fomal yang dinit`mg
melalui variabel partisipasi sekolah,•enjang pendidikan yang pcmah
diduduki, kdas yang sedans dijalani,
dan jen:jang pendidifan yang
•-„..,.

11 Umur Harapan Hidup (UHH)
Rata-rata perlriraan banyak tahun

Tahunyang dapat ditmpuh scjak lahir yang
dinitung melalui variabel anak lalir
hidup dan anak mach hidup

12 Persentase Balita Gizi Buruk Uumlah balita gizi burLik / jumlah 0/o
barita X 1009/o

13 Prevalensi balita gizi kurapg Uumlah balita gizi lnirang / jumlah a/o
bafita X 1ooo/a

14 Ca]nipan desa siagr alrfuf Jumlah desa siaga alctif / jumlah O/o
desa siagr yams dibentul= X 100%



Tabel 8. Penetapan lndikator Kinelja Kunci (IKK) Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan
Tingkat Program (Outcome)

Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 -2024

frode RSIRrEL| "DBLIN IPROGRAM mdlhtor Hnedy noqum {®utcomc| 8rm
1 2 •aL 11

AspEK pELa:y:A)IAHUBm

1

tnUaJAVpEHERmALEENwirmyAV®BERKAmAnDEHaAnpEIArnnAHI)neAR

1.0 1. URUSAN PE]tERINTAmH BIDAda prmDII}Imn

1,O I .02 .
PROGRAMPENGELOI.AANPENDIDIEN

Anglca parti§ipasi kasar DINAS PBNDIDIKAN

Analra i]arti§inasi kasar SD DINAS PENDIDIKAN
Peninckatan Persentase Masvartra:t Melek Aksara DINAS PBNDIDIKAN
Prosentase Guni yang meniliki kuaH?hast S I/D-IV

DINAS PENDIDIKANienianq SD
Analca Melck HurufAl Our'an iehianc SD DINAS FENDIDIKAN
Ancka Melek Hunlf AI Our'an SMP DINAS PENDDIKAN
Ketersediaan Sarana dan Fhasarana Sekolali :

DINAS PENDIDIKANKondisi Ruan& Kclas Baik PAUD/'HC
Peninglcatan Capaian An8lm LLilusan Kesetanaan

DINAS PENDIDIKANPaket A setara SD
Andca Dartisinasi lrasar SMP DINAs pENDn]IKAN
Ketersediaan Sarana dan Prasalrana Sekolah :

DINAS PENI)IDIKANPersentasi fasiHtas vanE diniliki sekolah PAUD /TK
Peninghatan Capaian Angka Kelulusan Warga Behajar

DINAS PENDIDIKANPaket 8 setara SMP
Standar Pelavanan Mininal DINAS PENDIDIKAN
Peningalratan Angfa Lulusal) pada jenjang

I)INAS PBNDIDIKANKesetaraan Paket C Setara SMA
Anctca Melaniutlcan SD/MI ke SMP/Mts DINAs pENDIDrKAN
Ancka Kelulusan /AIA SD/Ml DIN AS PIENDIDIKAN
Meninintnva Andca Lulusan SMP DINAS PENDIDIKAN
Ketersediaan Samna dan Prasal`ana Seholah :

DINAS PENDIDIKANKondisi RLiafit! Kelas Balk SD
Ketersediaan samna dan prasarana sclrolah : Kondisi

DINAS PENDIDIKANKeadaan Ruan£ Kelas Baik SMP
Kctersediaan Saralm dan Pr\asaluna Sekolah :

DINAs pENDn)IKANPersentasi fasilitas Yang dinilild sekolah SD
Ketersediaan Sanana dan Pr`asarana Sekolah :

DINAS PEENDIDIKANPersentasi fasintas valm diniliki sekolah SMP

1.01.03.
PROGRAMPENGBMBANCIANKURIKULUM

An8ka partisipasi kasar DINAS PENDIDIKAN

Penin8katan Capaian An8ka Lulusali Kesetaraan
DINAs pENDIDrKANPaket A setala SD

Andra Kelulusan /All SD/MI DINAS PENDIDIKAN
Ketersediaan Sarana dan Fhasarana Se!rolah :

DINAS PENDIDIKANPersentasi fasilitas vane dilnfliki sekolah SD

1.01.04,
PROGRAM PBNDIDIKDANTBNAGA Prosentase Guni yang menilihi kuali?kasi S I/D-IV

DINAS PENDIDIKAN
REPENDIDIEN enjang SD

Peneranan Manaianen Beri]asis Sekolah DINAS PEN Dtl)IKAN
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1.02.02.

PROGFt,AMPEMENUIIAN UPAYARESEmTAIPERORANciANDANUPA¥AKESEIIATANMASYARAKAT

Anglca kematian ibu (AKI)

Anfzha ±atian Bavi lAlcol
elcaminva Univcanal Health Coveraee luHC:I

Mel]inckatnva Status Gizi Balita
Menin8katnya pencegrhan dan pengendalinn
penvndt
Meningkatnya jumlch Desa Open Defecation Free'ODF'

1.02.03.

PROGRJ"FENINGKATANKAPAsrrAsSUMBBRI)AYAMANUSIARESEIIATJIN

Raedo Tenagp Keschatan terhadap jumlah penduduk

1.02.04.

FROGRAn4 SEDIAANFARMASI,AIAT
Persontase TPM/TPP yang memenuhi 8yalnt

KESEIIATAN DAnrMAKANANMII`ruMAN kesehatan

1.02.OS.

pROGRiunPBMBERDAYAANMASYARAKAT13II),INGRESEmTAN
Persentase Ehimah tangga ber PI€H

1.03.02.

. .     .  -PENGELOLAANSUMBERDATA Am(SDA)

Eiersentase jaringan irigaei dalam kondisi balk

Efersentase Berlnirangnya I`|a]9an genangan aklhat
tranjir

1.03.03.

PROGRAIRENciELOLAAN DANpENGEbneANGANSISIEMFENVEDIAANAIRM-M

Persenta8e penduduk berakses air tDin`|m

I.03.OS.

PROGRAMPENCELOLAAN DANRENGEn4BAI`iciANslslEMAmLIMBAH
Pei6entaBe Rumah Thggal bersanita8i

I.03.06.
PFtoGFtAMPENGELOLAAN DAN

PerBenta8e jalan yazig mcmmd trotoar dan
RENGEMBANGANSISIEMDRAINASE drainase/ saluran pezl).buangan air

1.03.08. PROGRA^4 FENATAANBANc}uNArrGEDUNG Ra8io hangtman bch"B per Batuali t}angunan

i.03.09.
PROGRAM FENATAANEiANGUNAniI]AN persentase pemenuhan dahilnozl R®ncana 'rata
LINGKtJNGANNYA Bangtman dan I,inglmngan

1.03.10.
PROGRAMPENYELENGGARAANJA-

TerpeHharanya Kondisi .alingrn dalan Kabupaeen

Persentase jaringan jalan Kabupaeen dalam kondiBi-

Prosentase semrradan jaJan yang dipakai pedaLgang
lcahi Hma atau bangunali liar

Tersu8unnya Info-asi Database ualan dan
Uembatan

1.03.11.
PROGRAMRENciBMmJ`iGAN

persentase meninghatoya tBrtib penyelenggaraan jasa
UASA KONsyrRUKsl kontruk8L

I.03.12.
PROGRJ"mNyELENGGARAAN Persenta8e pemenuhan dolnimen rcncana rincii tataruang
PENATAAN RUANG

PerBentase ketaa:tall petnanfaatan ruang

1.03.03.

FROG-PENGELOLAAr`r DANpENGEn4BANGANSISIEMPENYEI)IAANAIRMrmM

Cakupan jumlah samhoin8an Ehimah Air Minum

1.03.05.

FROGFtAMFENGBIOIAAN DANPENGBI`4BANGANslsrEMAIRLIMBAII
Cakupan jumlah Bambungan Rumah Air linbah

I.03.08. PROGRAh4 PENATAAN ProBentase Bangunali dan Ged`mg Yang Mclriliki
BANGUNAN GEDUNG Sertiftat Ldik E`ingBi

Raedo bangunan ber"B per antuan Bangiinan      `
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1.04.02.II
PROGRAMFENGBMBAI`lGANPERURAHAN

Pelsentase linglnmgan Ft-kiman yang tertata

Fhosentase Flelt:ncanaan Pechangnnan Penimahan
yng sesrtlai dengan Nsmc

11o4o3

FROGFtAM KAWASAP\IPERquK]RAN Fhosentase Lintlnmgan Pe-ihiman KuiDuh

Ftelcentase Luasan Pemulinan Kumuh di K-sam
Fteckotaan

1.04.04.

PROGRAMPERUMAHAN DANKAWASIANPERMUKIMANKUMut+

Calmpen ketersediaan ttlznah layal[ huni

FhoseDtase Lindringan Pelmiihian Kumuh

I.04.05.

PROGFOwPENINGRATANPRASAFIANA,sARAr`iADANuTILrl`AsUMUM(FSU)

Rasio Penulinan Layak Huni

Calnipen higlnmgrn yang sEhat dan anan yg
didulmng dengan FEU

1.04.06.

FROGRAMpENINGmTANPELAYANANSERTIFIRASI,KUAL[FIKAsl,K€IF[RAS[,DANRBGISITFIAS[BIDANGPERUMAHANDANRAWASANpERMUKJunN

Ftasio Finutdman lfflrak Huni

EE
2.10.04.

PRO-MPBNYBLESAEN
pzosentase pen]reles)aian lmffk perfenahan di

SE NGKFIA TANAHGARAPAN Kabupaten Cfrobon

2.10.05.

PROGRAMpENyELESAIAN GAniTIRERUGENDAN

Fhoscntase keptaniHzan tanah pemerintah dacrah
SIANTU NAN TANAE1UNTUKPEMBANGUNAN te± dthgr traik

2.10.Cre.

PROGRAMRED(STRIBUSITANAH,DANGANTIKERUGLANFROGRAn4

Persentase peneta:pan tanah untuk pembang`man
TANAH KELEBIHANMAKS[MUMDANTANAHABSENn`EE Grfutas umum

2.10.09.
PROGRAMPENGELOIAAN IZINMEMBUKATAI`lAH

Tersedianya €anah imtuk maeyraralcat

2.10.10.
PROGRAMPBNATAGUNRANTANAH

Fenyclesaian in lolcari

I.05.02.

FROGRAMPENINGRATAN
Fhosenfase peningkatan pemberaneasan F€redaran

KRTEnrlERAMAN  DANKFTERT[BANUMUM Ba-g lena Culri Regal

Fbrsentase pelayanan Ectertiban dan ketentraman
masvaralrat vanE dflahanalmn
Fbrsentase pememuhan tenaga sal]ian perlindungan-aJhat
Iforsentase penin8lratan Jii]inh lolfasi rzwan
Fiemralrfu Masrvaralrat fliel=atl van& ditertfolran
Fhosentzisc jumlah peEanggi- ketertthan dan
lretentlaman masvaralEat Yang tezselesailran

1.05.04.

H30GRAMPBNCEcaRAN,PENANGGULANGAN,PBRELAhIATAN

Fienurunan Jumlah Kfroak- = Jumlah trebalzzmn
KE BAECARAt`l  DANPENYEIAMATANNONItiEIAEIARAN jrang tertangani/jumlah total lcebalraran X lco°/a
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|.cO. uRITBAb pBBmmAIIAn BID^na Bo8IAL

I.06.02,
PROGRAMpEhm3ERDAyAAN umlah prti sosial ]rang menyediakaii sarana

D[NAs sasLAL
SOSIAL prasarana pelayanan kesEiahielaan sosial

Jumlah Pemel.hi F"aoranan Kesejahteraan Scaial
DIRAS SOSIAl,I.        `           .I:        -i,,=,

Jumlah Fbten8i StLnher Keapjahteraan Sosial yang Dlus SOSLAI,Inemflflri FthEctahtan dan Kctenmuflan

I.Ci5.03.

PROGRAMPENANGAJ\]AN WARGANEGARArmGFIAN

Jualab Pemertu FHayanan Hegejahteraan Scaial
D]RAS SOSIAL

KOREAN TINDAKKBRERASAN (FPKS) yang tertangami

1.06.04.
PROGRAM Jumlah Ftsnndu Pelasranan Kesejahteraan Scoial

DINAS SOSIALR EHABiLrrAsl soslAL (FmcS yang Tcrel]dliihast

1.ce.05.
PROGRAMPERLINDUNG^I\I  DAN uumlah ldeluarm llfishi jrang hharima Fhog-

DINAS SOSIAL
JAMINAN SOSIAL I-dungan dan Uamman Sosial

1.06.06.
PROGFOwpENANcaNAN •umlah Fchndu Pelayanan Kesejahteraan Sceial

D[NAs sosnM.
BENC"A (PPKS) yang dart melahaanal- fungri so8iah3ra

Uumlah Fbtemi Sunbcr kesx5ahteraan So8ial yang
DINAS SOSIALmerifihi PenretaJiuan dan Efetcramrilan

1.cO.07.

proGRAMPENGELOLAINTAmNRARAMPAHLAWAN

J`im)ah Taman Malmm FbhlEtwan D]RAS SOSIAL

TerpdiharaDya di Lin8|mflgan lbiliafl MalramFtulbJ-
DINAS SOSLAL

2

U-rmrmlmAH^ntr+A.nBTanGmaxemlcArrAnD"GA,IpBLAr:An^nnAaAR

2-in. uRt)a^n pBItEmlmAiiAn BIDAro Trma^ ]BRIA

2.I J7 I y2.
PROGRAMPERENCANRAN f±tase fariatan Yang Dilaksanalrm Berdasarifan

D[NAs KErENAGAKER.AAN
TENAQA KBFUA Dckiimen PrK : Th8leat Alnlra8i bidintor PrK

2,07,08.

PROGFIAM pBLirmt+At`iKERIADANPRODUKTIVITASTENAGAKERIA

Fhasentase keunga keja berserfufileat f&-mpetensi Dlr`IAs KETBNAGAKER.AAN

trgalinya Dokumen D[NAS KFI`BNAGAKERJAAN

2.07.Or.
proGRAM Fhosentase ltnaga ttefa yang ditrmpatlfan (dalam

DiNAs KBrENAGAKERuAANpENErmATAN dan liiar negiv melahli melfaniane lasranan anfar
TENAGA KEFUA lBria lintas damh Kabupateq/ Kota dalam I (sani)t-

2.07.05.
PROGRAMI]UBUNCEN Fhosenta8c Pemsahaan Ya[ig Mendapatkan Tata

D]NAS KETBNAGAKERJAAN
INDusrmbu Kfbfa Yang Layak

3.32. tiRua^n rBlmRlmAIIAn B[D^no "mmaftABI

3.32.03.

PROGRAJVIPEMENGUNANRAWASIANTRANSMIGRASI

bertamtrahn)ra trdryah tujuan transmigrsi D]NAs KErENAGAKBRjAAN

2.ce. uRUELan pB]mlrmH^r rmAno pAnGAI

2.09.02.

PROC-PENGELOLiunSUMBBRDAYAEKONOMIUNTUK

I-.      I,=c-.              -,':    .,,,='.    ,      --„ D[NAs KBrAHANAN

KBDAULATAN DANREAanDIRIANPANenN PANGAN DAN PERIKANAN

2.09.03.

PROGRAMPENINGKATAND[VERSIFZKASI DAN

Persentzrse ketersediaan prgr terhadap jumlah D(NAs KFrAIIANAN

KEITIAHAIVAN PANGANRASYARAKAT kebutuha_ PANCIAf`]  DAN  PERIKANAN

Persentase kelrmpek prgan yang tedrendaJi D[NAS RTAHANANha-ra PANGAN  DAN  FxpRIKAniAN

t Keanelraragapan Fhasumri Eingan DINAS  ICBI`AHANANFIAr`iGANDANPERIKANAN

2.09.Or.
PROGRAMpENANenNAN

Bednirangya daemh lavan pangan DiNAs KFrAHANAN

KBRAWANAN PANGAN PANGAN DAN  PBRIKANAN

2.09.05.
PROG-pENenwASAN

Fk-tase FEAT anan diinnsumsi DINAs KErAHANAN

KEAI\4ANAN  PANGAN PANGAN DAN  FERIKANAN
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3 uRusAN pEHERImAmH mmAH
3.25. uRusAN pE14ERETAHAn BmAno KEIAmA« DAN pml]EAnAn

3.25.03.
PROGRAMpENGELOunN

Jumlah Plnduksi Pedharmn Tbnglrap DINAS KEylAHANAN

pERncANAN TANGKAp PANCIAN DAN PBRIKANAN

3.25.04.

PROGRAMFENGELobEN

Jumlah Produksi Perikanan Budidaya DINAS KBTAHANAN
pBRnENANBUDIDAYA PANGAN DAN PERIKANAN

Jumlah Ftoduksi Prmbenihan Ikan DINAS KB'IIAIIANANPANGANDANPERIKANAN

3.25.05.

PROGRAMFENGAWASANSUMBERDAYA

'IthBkat kepatuhan pelaku usaha perilranan DINAS KE'I`AHANAN

KELAurAN DANPERIENJEN PANGAN DAN FERIKANAN

3.25.06.

PROGFOwPENGOLAHAN DiIN

Jumlah Produlrsi Pengplahan hasil Pedfanan DINAS RTAHANAN
PEMASARAN HAsn,PBRIKANAIN PANGAN DAN PBRIKANAN

Jum]ah Konsumsi IIran DINAs lerrAI+ANANPANGANDANPERIKANAN

2.11. uRu8An pE]-TAHAH BIDAVG imGmHaAH mup

2.11.02.

PROGRAMFERENCAVAAN
Tersedianya dolnimen penmcanaan linglnmgan hidup DINAS LINGKUNGAN

LINGKUNGAN HIDUP HIDUP

2.11.03.

PROGFOuPENGENDAIAANPENCEtwlJ-

Persentase basil pemantauan kLialitas air yang DINAS LINGKUNGAN
DARN I AITAIJKERUSARANLINGKUNGAN HID UP mencnulii balni mutu HIDUP

Pelsentase Tutupan lalran DINAS LINGKUNGANunlJP

2.11.04.

PROGRAMPENGBLO~

Menin8katnya keanekaragaman hayati DINAS LINGKUNGAN
KEANEKARAGAMANRAYATI/KBHATIl HIDUP

2 .11.06.

PROGF"PBMBINAAN DANPENGAWASENTERHAI)APIZINLINGKUNGANDAN

Menin8katnya ketantan pelalm usaha teinndap DINAS LINGKUNGAN

IZIN  PERLINDUNGANDANPENGEL0IAANLINGKUNGANHDUPq'PLH) peraturan di bidang lin8kungan HIDlrp

2 .11.08.

PROGFOwPENINGKATANPBNDH)UKAN,pELATmANDAN

Menin8katnya kegintan peduli lingkungan yang DINAS LINGKUNGAN

pENvunutENLINGKUNGAN FnD upuNruKMAsyARAKAT dihaJruJen masyarakat HIDUP

2 .11.09.

PROGENPENGHARGAAN Menin8katnya partisipasi masyaraJmt/ Jenbaga
DINAS LINGKUNGAN

LINGKUNGAN HIDUP masyarakat/dunm usaha/dunia pendidikan dalam
HJD|'P

UNTUK MASYARAKAT perlindungan dan pengelolaan Jinglningan

2.11.10.

PROGRAMPENANGANAN
Menin8lratnya pefayanali penangrnan pengaduan DINAS LINGKUNGAN

PENGADUANLINGKUNGAN HID UP maya-t HIDUP

2.11.11.

PROGRAMPENGBLOHEN
Prosentase Calnipan Pelayalian pengetolaan sampah DINAS LINGKUNGAN

PBRSAMPA~ HIDUP

Prosentase Timbulan Sampah yang Tei`lnlrangi DINAS LINGKUNGANHIDUP
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2.12. uRo8AE REBmlmAHAH BDAHa AD€AH -DUDUKAz[ DAB

2.12.02.
PROGEN Calnipan Jumlah Kchianga )rang sudan mendliki

DINAS REFENDUDUKANPENI)AFTAEN Dolmmen Kependudukan kngivap Qbrsel)tase
PENDUDUK keperilihan Karai Tanda Pendtrduk Blemronik / Krp DAN FENCATATAN SPIL

En

Fhosentase jumlah penduduk di Kabupaten Cifebon DIRAS KEJENDUDUKAN
yang sudan melalesanalran perelcaman KIP El DAN PENCATATAN SIPIL

2.12.03.
PROG" FTosentase Kehiarga yang sudan menflilzi Dolmmen DINAS KEFENDUDUKAN
PENCATATAN smn, Akta Keha± Dan PENCATATAN slpn,

Fhosentase pemenuhan pelayal]an AIta-akta DIRAS KBRENDUDUKAN
trencatam sitrfu DAJ\r PENCATATAN SIPH,

2.12.04.

PROGRAMPENGELOLENINFORMASI

Prosentase Pehayamn Administrasi Kapend`rdulran DINAS KBPENDUDUKAN

ADMnrmRAslKEPENDUDUKALN dan Pc-tatan Sipil DAN PENCATATAN SPEL

Jumhii OPD den Desa yang telah menanfaathan
DINAS KEPENDUDUKANDANENCATATANsindata kependuluhan bndasarimn Pejapjinn KeSa

Sama / FKS I

Pehin8]ratan hialitas hatabase Kependuduhan DnIAs KEFENDUDUKANDANPENCATATANsum

Peninglcafan Kxpunsan lthsyamlmt Terhadap DINAS KEPENDUDUKAN
Pehvanan Administrasi Ket.endudulran DiEN PENCATATAN sin

2.12.05.

PROG"PENGELOI.EN
Persentase Update Penyediaan Data Prioffl DIRAS KBFENDUDUKAN

PROFThKEPENDUDUKAN Kependudukan DAN PENCATATAN sn>n,

2.13. OnmAblLE-IHlmAmp BDADG mDmDutT^^B ]t^eyARAKAT DAB

2.13.02.
PROGRAM PENATAAN

Menin8katnya jumlah maaya[afat/kelembagaan
DINAS PBMRERDAYAANmaeyamkat di desa yang bexpartisipast dalam ploses

DBSA pembangunan dari perencanaan sampai MASYARAKAT DAN DBSA
int]lementasi
Persentase (°J{| Penin8hatan Jumlah Desa yang di DINAS REhRERDAYAAN
fasmta8i Fhaataan Kewenanaan Desan`na MASYARAKAT DAN DESA

2.13.03.
FROG-RENINGRATAN Meninghatq)ra j`imlah desa yg melalnikan kelja sama DiNAs pEMEmRDAyAAN

KERIIASAMA DESA dalam proses pembangunan MASYARARAT DAN DESA

2.13.04.
PROGRAM Meningkadrya Jumlah Desa dengrn penihian balk

DINAS PBMBE RDAYAANADMnurRAsl frocaman, pengangEpmn keuangap pelatsaman
PEMERINIAIIAN DE SA dan inplenentasi pembangiinan) MASYARAKAT DAN DESA

Mchinghatnyajumlahmas]ramhat/kelenbagran
DINAS PEREE RDAYAANmasyawht di dean yang bapartistpasi dalam proses

penbangLman dad perencanaan sampai MASYARAKAT DAN DESA
imolementasi
Mchinghatnya jumlah desa yang ketahanan DINAs pBueERDAyAAN
ekonominva baik MASYARAKAT DAN DESA

2.13.05.

pROGEunPBREERDAYAANLEmaAGAREMASYARAKATAN

Menin9katnya jiim]ah desa yang lembaga DIRAs pBmaRDAyAAN
LEMBAGA ADAT DANMASYARAIIATHUKUMADAT Kemaeyarakatannora altif MASYARAICAT DAN DBSA

Mchinghatn:ya jimlah desa yang ketahanan I)INAS PEMBERDAYAAN
ehorominva baik MASYARAKAT DAN DESA

2.08. .     ,    :          ,.       .    r    -,:,-,..
:           ,I       -.I,          ,               I    :i      1`.     =J:     ,          '          .    ,        .    5i.     *      I,    I           .        ,    .    .

2.08.02.

PROGRAM

Perscntase I,embagr / K€tompck berhasis gender

DINAS PENGENDAI.IAN

pENGARusurAMAA N PENDUDUK, KELUARGA

GENDER DJIN BERENonA,
pEz\mERDAyAAN yang mendapathan pengtiatan pEueERDAyAAN

pEREunuAN PEREMPUAN DANPEELINDUNGANAIVAK

Propomi perempuan dalam pekeriaan upahan di

DIRAS PENGENDAIIANPENDUDUK,KELUARGABERENonA,

sector ronperfanin PBMBERDAYAANPERBMFtyAINDANPBRI.INDUNGANANAK

Persentase Efartisipasi atnghatan Idea pcnempuan

DiNAs pENGBNDAnANPBNDUDUK,KELUARCABERENCANA,PBMBERDAYAAJ\iPEREMPUANDANPERLINDUNGANANAK
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2.08`03.
PROGRAMPERLINDUNGANPEREMPUAN

Prosentase perempuaii yang mendapat perlindungan

2.08.04.
PROGRAMFENINGRATAN Meninglcatnya ketahanan keluargr yang ditandai

KUALrIAs KELUARGA dengan menurunnya an8ha perceraian

2.08.05.

FROGRAMPEINGBLOIJIANSlsoMDATAGENDERDANANAK

Flefaksanaan peng`imptilan data terpilah gender

2.08.06.
PROGRAMFEMENUI+AN HAKANAKquA)

Fhesentasf amk yang Df:ndapat pcriindungan

2.08.07.
H{OGRAMPERLINDUNGANKHUSUSANAK

U`mlah layanan lcordan lmkecasan

DINAS PENGENI)ALIAN
PENDUDUK. RELUARGA
BBRENCANA,
PEMBERDAYALAN
pEREMroAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
I)INAS PENGENDALIAN
PENDUDUK. KELUARGA
BBRENCANA,
PEMBERDAYAAN
PERBMfuAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA,
PEMBERDAYIN
PBREMFUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
DINAS PENGEN DALIAN
PENDUDUK, KELUARGA
BERENchNA,
PEMBBRDAYAAN
pEREMmAN DAN
PERl,lNDUNGAN ANAK
DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK. RELUARGA
BBRENCANA,
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
FERLINDUNGAN ANAK
DINAS PENGENDAI,IAN
ENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA,
PEMBERDAYAAN
pERBMmAN DAN
PERl,lNDUNGAN ANAK
DINAS PENGENDAI,IAN
PBNDUDUK,  KELruARCIA
BBRENCANA,
PEMBERDAYAAN
PBFiEMFUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAKEEE-

2. 14.02.
PROGRAMPENGENDALIANPENDUDUK

telsedinya infomari data kelunnga

2.14.03.

PROGRAMPBMBINAANKELUARGABERENCANA (KB)

Ekesentasc jumlah Apsc|fror MKJP

Pereentase masyarakal dahm keikutsertaan her- KB

Meninghatnya jumlal pendflflr/ Motivator sebaya

DINAS PENGENDALIAN
PENDUDU J¢ KELUARGA
BERENCANA,
PEMBBRDAYAAN
PEREMroAN DAN
PERLINDU NGAN Ar`IAK
DINAS PE N GBN DALIAN
PBNDUDUK,  KEl,UARGA
BERENCANA,
PEMBERDAYAAN
PEREMEUAN DAN
PERLINDU NGAN ANAK

DINAS PENGEN DALIAN
PENDUI)U K, KEUJARGA
BERENCANA,
PEMBERDAYAAN
pERBMruAN DAN
PBRLINDUNGAN ANAK
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Pemhinaan Kaxpung KB (Kdualp Bednialitas)
dengpri ditandal peninglratan status

Tinghat Kesehatan Reproduksi Remqja

2.14.04.

PROGF"PBMBBRDAYAAN DANPBNINGKATANIseLUARGAsEJAJrmRAq{s)

Calnxpan anggota Bina Keluanga Q}IO/BKR/BKIJ) barKB

DINAS ENGENDALIAN
PENDUI)UK. KELUARGA
BERENCJINA,
PEMBERDAYAAN
PBREMPUIIN DAN
RERIJNDUN GAIN ANAK
DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK, IELUARCIA
BEiaeNCENA,
PBMBBRDAYAAN
PERBMPUAN DAN
pERmNDUNGAN ANAK
DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUI¢ KBLUARCIA
BERENCENA,
PBMBERDAYAAN
mRBMpuAN DAN
PERLINDUNGAV ANAK
DINAS PENGEfoALIAN
PEENDUDUK, KELUARGA
BBRENOwA,
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERIJNDUNGAN ANAK
DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK. KBLUARGA
BBRENCENA,
JxpMBERDAYAAN
PBRBMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAKE- uRusAN m]fmmAHAN BIDAHc pERHt7euHGAH

2.15.02.

PROGRAMPENYELENGGARAAN Meninglratnya Fhoseritase Ketersediaan Fhasarana

I.ALU LINTAS DAN
dan Fasilitas selfa tatakelofa scktor pethubungrn

ANGKUTAN JALAN yang sesuai dengan NSFK Qtorma Standar Presedur
OIAJ)

dan Kriteria)

Rasio salana dan Fhasalana Fthaulian vane favak
Fhosentase iumlah uelanEcaran lalu lintas

Rasio Ketersediaan Salana dan Fhasa]ana
Fthubungrn ( Halts dan Trfuinal) yang layak fimgsi

Perseritase ketersediaan salana dan Fhasalana
Pengananan I.alu Lintas yang berfungsi dengrn baik

Persentase kepeniLikan Fun/Wajb LGi an8[mtanUmum

Meninghatnya Fhoserifase Kctersediaan hasarana
dan Fasilitas selta tatakelola scktor perhubungali
yang sesuni dengan NSPK qqoma Standrr Prosedur
dan Kritnda`.

2.15.03.
PROGRAMPENGELOLJIANPBLAYJ-

Meningkatnya proselitase peinenuhan Pergivan

2.15.04.
PROGRAMPENGELOIAINPENERBiENGAN

FheserLtasi Perijirmn landasan

2.15.05.
PROGRAMPENGBLOLdEN Ffrormitasi ijin pintu permtasan kerefa api di

PERKERETAAPIAN froupaten

DINAS PERITUBUNGAN

DINAS PERHUBUNCIAN
DINAS PBRIIUBUNGAN

DINAS PERIIUBUNGAN

DINAS PERIIUBUNGAN

DINAS PEEHIUBUNGAN

DINAS PBRHUBUNGAN

DINAS PBRITUBUNGAN

DINAS EERHUBUNGAN

I)INAS PERHUBUNGANE-URDSAH pFn[FRrmAHAN BIDAVo E[obu«LEASI DnH moB]IA:rnA

2.16.02.
PROGRAb4 INFORMASIDANKOMUNIKASIPUBI,IK

Fdsentase Jayalran informasi dan komunikasi publik

Persentase maayarakat yang menjadi sasaran
penyebaran infomasi publik, mengctaht]i kehijakan
dan program prioritas pemerintah dan penerintah
daerch

2.16.03.
PROGRAM AplmcAslnuroRMAThKA Indeke aspek telmologi infomasi dan lcomunihasi

Cakupan perigelolaan aplikasi infolmatika

DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMA-

DINAS KOMUNJKASI DAN
nveRIVATm

DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORRATm
DINAS KOMUNIKASI DAN
nveRRATTKA
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2.20,02.
PROGRAMPENYBLENGGARAAN Perseritase dokumen basil pengalahan dan analiais

sTATIsnKsEIrroRAL 8tati gtik scktoral yang diha8ilkan

Per8entase k€tersediaan data 8tatiatik sektcaL
Pemcrintah Kabu Daten Ciretton
Persentase Organisasi Peran8hat Daemh yam g
menggunakan data 8tatistik dalam menyuoun
cerencanaan Demban"nan daerahE-

2.21.02.

PROGRAMF'ENYBLBNGGAEIAAN
Per8entaee Perangkat daerah yang telah

PERSANDIAN   UNTUK menggunahan 8andi dalam krmunkaei Peranghal
PBNGARANANINF`ORMASI Daerah

'Itn8kat keafltanan inrormcoi pemerintah

fai- tmmAH pB]DRrmAHAr BID^»o fropmABL tmAflA fBerL, D^»

2.17,02.

PROGRAMPELAYANAN IZI N
Terciptanya Peningkatan Kualitas I(clembacaanKopera8j

USAHA SIMPANHNIAM

2.17.03.

PROGRAMPENGAWASAN DAN
Terciptanya Peninghatan Kualitas KeLembngaanKopera8j

PEMERIKSAANKOPERASI

Proaentase koperasi yang rneningkat predikat fingkat
Kesehatan haofl Denf!awasan

2.17.04.

PROGRAM PBNILAIANKESEIIATANKSP/USPKOPERASI
Pcr8enta8i Koperari Sehat

2.17.05.

PROGRAMPBNDIDIKAN DAN
Fhacntase penguTus, pcngatira8, manajer dan

I.AflHANPBRKOPBRASIAN pen gdola koper.aei ya[]g bersertifikat kompetensi

2 .17.06.

PROGRAMPEMBBRDAYAAN DANPERL]NDUNCIANKOPERAsl

I.aj u perkemhangrn u 8aha produktif koperaal

2.17.07.

PROGRAMPEMBBRDAYAANUSAHAMENENGAH,USAHAKECIL,DANUSAHAMIKRO'UMKMl

Fhosenta8e Usaha Mikro Yang kenjadi Wirausaha

2.17.08.
PROGRAMPENGEMBANGAN Per8entase U8aha Milco Yang Berkrmbang NIlal

UMKM
Fhoduksm}q/ Om8etnyaE-

2.18.02.

PROGRAMPENGEMBANGAN(KL[MPENANAMANMODAL

Persentase Jend8 Pelayanan Peri2inan Bet.basis Online

umlah lnvegtor Berskala 8fa8ional (PMDN/PMA)

2.18.03.
PROGRAM PROMOSI Per8er] face Jeni8 Pe]ayaf]an Fierizjnan Yang Sudah
F'E NANAMAN  MODAL DiBmpahkan dan Efektif Dilaksanakan di Kecamaran

Jumlah lnvestor B€rskala Nastonal (F'MDN/PMA)

2.18.04.
PROGRAMPELAYANAN Jumlah Nilai lnvestasi Eierskala NIsional

PBRANAMAN  MODAL (PMDN/PMA)

Rata-Rata La]na Flerizinan

Jumlah Tenaga Ke¢a hokaL Yang Terserap

2.18.OS.

PROGRAMPENGENDALIANPELAKSANAANPBRARAMANMODAL,

Jumlah Tenaga Keria Lokal Yang kef`serap

2.18.06.

PROGRAMPENGaLOIAA N DATADANSISTEMINFORMAslPEtIANAMANMODAL

Fiafa-Rata Lama Perizinan
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2.19.02.

PROGRAMPENGEMBANGANKAPASITASDAYASAINGKEPEMUDAAN

Fhosentase daya saing Kepemudazm

2,19.03.

PROGRAMpENGEmeANGANKAPAsrrAsDATASAINGKEOLAHRAGAAN

Cakupen Pembinaan olahraga

2.19.04.

PROGRAMPENGBMBANGANRAPASITASKEPRAMURAN

Ehosentase pemuda yang aktif dalam kepramhaan

DINAS FEMUDA DAN
OLAHRAGA

DINAS PEMUDA DAN
OLAHRAGA

DINAS FEMUDA DAN
OLAHRAGA

12.22.           _     I URUBAH pB]tBRImAHAn BD^Hc REUDATA^b

2.22.ce.
PROGRAMPENGEMBANGANKEBUDAYAAN

frosentase pertumbuhan pelaku budaya

2.22.03.

PROGRAMpENGEr`mANCIAN
Fhosentase pertumbuhan jumlah 8anggrr kesenian

KESENIANTRADISIONAL tradisional

2.22.04.
PROGRAMFEnelNAAN SELARAH Cerita Sejarah yang di Serfuarican

2.22.05.

PROGRAMPELESTARIAN DANPENGBLOLAANCAGARBUDAYA

Penamhahan penetapan cagar budaya

2.22.06.
PROGRAMPENGELOIJIANPERAVSEURAN

Bertanbahnya kolek8i museum

DINAS KEBUDAYiIAN DAN
I>ARIWISATA

DINAS KEBUDAYJIAN DAN
pARrw]sATA

I)INAS KEBUDAYAAN DAN
pARrwlsATA

DINAS KEBUDAYjRAN  DAN
PARTW]SATA

DINAS KBBUDAYAAN  DAN
PARTW]SATA

13.26.             i

3.26.02.

PROGRAMPENINGRATAN DAYA
Juulah obyek daya tarik wisata dengan

TARIK DESTINASIpARrwlsATA pertumbuhan lmnjungan diatas 10%

3,26,03.
PROGF"PERASARAN I`falket Share Kunjungan Fhiwisata Kabupaten
PARIWISATA Ciiebon Terhadap Kunjungrn Fhovinsi Jlawa Barat

3.26.04.

FROGRAMFENGEMBANGANEKONONIKREATIFRELALUIPEMANFAATANDANFERLINDUNGANHAKKERAYAANINIELBRTUAL

Jumlah HK] elsonond lneatif

3.26.OS.

PROGRAMFENGBhoANCIANsuueERDATA

Ilersentase pelami pariwisata dan ekenomi kreatif

PARIWISATA DANBKONOMKREATIF yang ter8tandarisasi/bereeffitat

DINAS KEBUDAYAAN DAN
pARrwlsATA

DINAS KEBUDAYAAN I)AN
pARrwlsATA

DINAS KEBUDAYAIN DAN
PARIW]SATA

DINAS KEBUDAYAAN DAN
pARrvlsATA

12.23.             I uRTaAn pB]DRlmAmH BIDAHc rmpgsT:AEAAn

2.23.02.
PROGRAMPEMBINAANPERPUSTAKAAN Ptosentase Penin8katan Papu8tahaan Desa yarigaktif

Fhosentase peninghafan minat dan budaya baca
-varakat
Fhosentase Pelpustalcaan ShffN 8esuai 8tandar
National Peroustalraan

2.23.03.

PROGRAMPELESTAFunN
Fhosentase nashah lmno dan kolelch budaya etni8

KOLBKSI NASIONALDANNASKAHKUNO nusantara yang dfikelola dan dilestarikan

DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAK/RAN

DINA§ KEARSIPAN DAN
PBRPUSTAKAAN
DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTARAN

DINAS KEARSIPAN DAN
PBRFUSTAKAAN



Langiv±an Tctoal 8.

Hod® aEFis/ t]Rus,on /pRcoRJur ]ndn.tor Hhdy fhopn {oqtooabeI
1 12 I.fai2±

2.24.02.
PROGRAM Fhosentase peningketan SKPD yang mencraphan
PENGELOIAAN ARSIP sigtem administrasi kearsiFran 9ecara baku

Fhosentase peninghatan kha9amh arsip dacrah

Men i ngkatnya durasi dan efektifita3 pcfayamn
ketnda masvarakat
Fhosentase SKPD yang Tata kelole arsipnys sesuai
NSPK

2.24,03,

PROGRAMPERLINDUNGAN  DAN
Fhosentase lcetersediaan arsip yang tehindund dan

PBNYELAMATANARSIP terselamathan

2.24.04.
PROGRAM  PERIJINAN Pro8enta8e peningkatan §KPD yang rnencra pkan
PBNGGUNAAN ARSIP si8tem adrrLini8tra8i har@ipan 8ecara baku

Ffroscntase penerbitan izin penggunaan arsip yang
bersifat tor(utuD scsuai NSPKH tTRtia^n pEiDRm"R^H BIDlpc pBRTAltAI

3.27.02.

PROGRAMPENYEDIAAN DANPENGBMBANGANSARANAPBRTANIAN

Jumlah FhodukBi Komodita3 Tanaman Ffangrn (Bcras)

Jumlah Produksi Sektor Petcmakan (Sapi FIDtong,
Avam Rag. Un&cza8 Lokal dan Dombal
Jurnlah Prndukai Komoditas Perkebunan (Guh dan
Kcham\
Jumlah foDulasj Teniak
Jumlah Jhoduksi Komoditas f]o7.tikultura (Bawang
Mcrah. Cabal Besar dan MancBml
Fia8io KeteTsediann Samna Fhoduksi fiertanian

3.27.03.

PROGRAMPBNYBDIAAN DANF>ENGEMBANGANPRASARANAPBJITANIAN

Jumlah Fhoduksi Komodjtas Tanaman Fbngrn (Berag)

Jumlah Produksi Sektor Petemahan (Sapi Petong.
van Rag. Untms Lohal dan Domba`

JUTnhah Fhoduk8i Komoditas Hortikuttura (Bawang
Merah. Cabai Besar dan ManEca`
F{as io Keterscdiaan Fhaaarana Produksi Pertanian

3.27.04.

PROGRAMPENGENDALIANKESEHATANHEWAN

Prosentasc I±nu runan F`ft:kucnsi Krmuncu la n
DAN KESEHATANMASYARARATVRTERINER Penyakjt 2hono3 is

Kejadian/Jumlah Kasoa PeTryakit Hewan Menular
lsatuan Ternakl

3,27.05.

PROGRAMPENGBNDALIAN DANPBNANGGULANGANBBNCANAPBRTANIAN

Jurnlah PTeduksi Kornoditas Tanaman Fhnga.A (Bcras)

Raeio Tingkat Kcherha8ihn Penangguhngan Bcncana
Pertanian ner-tahun

3.27.06.
PROGRAM  PBRIZINAN JumJah Fhoduksi Komoditas lJortjkuJtura (Bawang
USAHA PERTANIAN Merah, Cabai Besar dan Mangga)

Rasto Jumlah Usuhan lzin UBaha Fkrtanian

3.21 .rJr' .
PROGRAMPENYULUHANPERTANIAN

Ptosentasc Kelompok Petani Yang Naik ttela8

Fhosentase Penyuluh Yang Lulus Pelatihan Berbasis
Komneten9i
Pltrduktivita8 Fhdi atau Bahan Fhngrn Utama I,ohal
Lainnva I)er HektarEi2|

3.30.03`

PROGRAMPBNINGRATANSARANADISTRIBIJSIPERDAGANGAN

CakuFxin bina pengffoh pasar

Cakupen bina kelompok pedagang/ugaha inrorTrial

Penerimaan Rctribus i Fh8ar

Jumlah sarana distribusi perdagaLngrn yang sesuni
SNl / tbsar Fiemda I
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3,3C),04.

PROGRAMSTABILISASI HARGA
Pencapaian Stabilita8 hangp 9 homoditas kebutuhan

DINAS  PERDAGANCIAN DANBARANG KEBUTutiAN pekok rm8yaraha( (dactng capi, beras, gula pesir,
POKOK DAN BARANG minyak g)rcng, daging ayam, telor ayam, kedelai, PERINDUSTRIAN

PENTING tepung teligu, dan bowang meral))

Itocfisien varian antar waktu kebutuhan polrok dan DINAS  PERDAGANCIAN  DAN
baTanq cen ting PERINDUSTRIAN

3.30.05,
PROGRAMPBNGEMBANCIAN

Nifai Ekspor ke luar Negri DINAS  PBRDAGANCIAN  DAN

BKSPOR PERINDUSTRIAN

3.30.C6.

PROGRAMSTANDARDISASI DAN

Cakupan Ul'IP yang ditem DINAS PERDAGANGAN DAN
PERLINDUNGANKONSUMBN pERiNDusmIAN

Ftencrinaan Retribusi 'Ich DINAS PBRDAGANGAN DANPERINDUSTRIAN

3,30.07.

PROGfowPENGGUNAAN DAN

Nihi perdagrngan dalam negeri DINAS  PBRDAGANCIAN  DAN
PEMASARAN PRO DUKDALAMNEGERl F'ERINDUSTRIAN

3.31. tJRuaAn pEmRmmEIAH BIDAVo PEREI)trsmlA»

3.31.Ci2.

PROGRAMPERENCANAAN DAN

Pertumbuhaii cluster indu8tri DINAS  PBRDAGANCIAN  DAN
PEMBANGUNANINDUSTRI PBRINDUSTRIAN

Jumlah ploduk IKM yang berserdfikasi DINAS PERDAGANGAN DANPERINDUSTRIAN

J umlah 8cntra indu8tri yang dikemtiangkan DINAS PERDAGANGAN  DANPERINDUSTRIAN

Fiersen tase Pencapeian Sa8asaran Pemhangu nan
DINAS  PBRDAGANCIAN  DANPBRINDUSTRIANfndu9tri termasuk turunan pembangunan jndustrj

daha RpfK

3.31.04.

PROGRAMPENGELOLAAN

Jenis Penerapan Teknologi lndustri DINAS  PBRDAGANGAN  DAN
slsTBM iNroRMAsiINDUSTRINASIONAL PERINDUSTRIAN

Percentage data perusahaan indu8ri rnenengah dan

DINAS  PERDACIANGAN DANPBRINDUSTRIANpemsahaan lfawasan industri di kabupatcn/kota
yang rnasuk chhm S]lNa8 tcrhadap tofa] popula8i
pcrusahaan indu8tri kecjl, Menengah dan
perusahaan kawaean industri di kab/kota

5
tmatrR pEHtiH.^H®unuanBRErmTiLHdLH

5.01' PBREHOwiIN

5. 01 `02.

PROGRAMPERENCANAAN,

prosenta8e ketersediaan data pereneanaan
EIADAN PERENchNRAN

PBNGBNDALIAN  DAN PEMtIANGUNAN,
EVALUASI FxanhangurLan PENELITIAN  DAN
PEMBANGUNANDABRAH PENGEMBANGAN DABRAH

Penjabaran Kon8iBtensi Program RFUMD kedalam
BADAN pBRENonNAANPEMBANGUNAN,

RKPD PENELIThN DANPENGBMBANGAN DAERAH

prosentase j umlah dolourner] EvaJ uasi Fchbangu nan
BADAN PERENCANAANPBMRANGURAN,

Ka bupeten Cirehon PENELIThN DANPBNGBMBANGAN DAERAH

Ter3edianya Dokumcn Perencanaan :  RKPD yang
BADAN pERENcaNAA NPEMBANGUNAN,

tchh ditetapkan dengan PERKADA PENE I,lTIAN DANPENG"BANGAN DAERAH

Meninghatnya SKPD dalam menetaphan IKU dan
BADAN PERENCIANAANPEMBANGUNAN,

Perkin pENEi,rmN DANPENGEMBANGAN DAERA H

Prosenta8c penin8katan kinerja perencanaan
BADAN pERENCANmNPEMEIANGUNAN,

pemhangu flan dacrah PENELITIAN  DANPENGBMBANGAN  DAERAH
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5.01.03.

PROGRAMKOORDINASI DANSINKFtoNISASI

Fhosentasc pencapaian ldncria pel€ncanaan
PERBNCANAANPEMBANGUNANDAERAH pemhangiimn bidang fiapra

•umlah rekomcndasi kebSahan, basil ldyian dari
hasfl peleneanann bidang pemerintahan dan so8ial
budaya yang harus dflaksanakan o]eti Sl{PD tcrkait

Kftelcapaian aacalan pereneanaan pemhangtinan
peran8hat dacrah lindmp lroordinasi bidang ckonomi
yang mcmenuhi target

Proeentasc capaian Hneria program peranghat
daerah

Fhosentase [ata tata pencapafan Target kinelja
outcome program pada Fhantlrat Dacrah lingkup
hoordinasi bidang Pemeintahan dan Pembangunan
hausiaB1

5.05.02.

PROGRAMPENBLH`lAN  DAN
Ffrosentasc hasil penelitian pemerintahan, sosial,

PBNGEMRANGANDAERAH ehonomi dan pembangunan yang dfroptemel) tasihan

Fhosentase inovasi dan lneativitas daerah yang
diaphasihan (diteraphan)

Fhosentasc pemanfaatan haril ketitbangan

5.02.02.
PROGRAM Peninghatan Pengenbangap Wilayah untuk
PENGELOIAIN mcngulmgi danprk resiho bencana, kesenjangan
KEUANGAN  DABRAu dan Mcniamin Flemcrataan Feml.anmmanE-

5.02.02.
PROGRAMPENGELOLJIAN Penintlratan pcngctallman dan kemanpuan pcngtlala
KEUANGAN  DABRAH

krmangan dan barang daerah

Hbtepetan rmlctu penyusunan Rapnda dan Raperi]up
APBD
Kfteprlan walrfu penyusonan Raperda dan Rapefonp
Pembaha APBD
Peninghatan pengclolaan alministra9i kas dacrah
eecala tcoat walthi dan tcoat sasaran
Peninglmtan tranapalansi dan alnmtabhifas
penyajian hporan keuangrn sera penyqiian haporan
aset tetao

5.02.03.

PROGRAMPENGELOLAAN Peninghatan balang milik deerah yang tEfah dan atau

BARANG MILIK
dalan ploses sertiflhari seria teriventarisir dan

DAERAH
termanfaatkan dengan balk/benar

Kctqutan wahii penyugul]an Rapnda dan Rapefoup
JapBD

Pering|ratan Fhiyajfan haparan Barang Mflfl! Daerah
yang sudah Terinventarisasi, TeridentifiJmsi dan

erdolnimentari dengan Baik dan Benar

Peninghatan traneparansi dan alnmtabflilas
penyajian hporan kenangan 9erta penyajian hpo[an
aset total)
Penintlratan pcngctahuan dan kemanpuan pcngclbla
lreuanpan dan I)aranz dacrab

5.02.04.

PROGRAMPENGELOIAINPBNDAPATANDAERAH

Meninghatlm peneinaan pejalr daemh
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5.03. xpEcaw-
5.03.Ci2.

PROGRAM
Persentase Aperatui-yang dife8djta 3j BADAN  KEPEGAWA]AN

KEPBGAWAIAN DAN  PENGBMBANGAN
DAERAH kece]ahteraant`ya

SUMBER  DATA  MANUS]A

PelBentase Peningtcatan P i8iplin Aparatur Befoasi8 BADAN KEPEGAWAIANDANPENGBMBANGANSuMBBRDATAMANUSIA

Si8tem

Per8entaBe S umber Da]ra Aparatur Yang ditingfa tkan BADAN KEPEGAWAIANDANPBNGEMBANGANSUMBBRDAYAM^NUSIA

Kompeten8jnya

Prosentflge Pelaya nan Adminjstiasj KepeBawainn BADAN  KEPEGAWAIANDANPENGBMBANGANSUMBERDAYAMANUSIA

se8uai Sop

F>er8enta8e pegawaj yang djtemFntken dj bjdangnya
BADAN  REPEGAWAIANDANPENGEMBANGANSUMBBRDAYAMANUSIA

Person Case Aperatur yang ditingkaLkan integrita9nya
BADAN  KEPEGAWA]ANDANPENGBMBANCIANSUMBBRDAYAMANUS]A

5.04. ENDIDD(^n I>ILp rDLArfum]i

5.04.02.

PROGRAMPENGBMBANGAN
Per8enta8e SulT)ber Daya Aparatur Yang ditingkatkan BADAN  KEPEGAWAIAN

SUMBBR DAYA Kompeten8inya DAN  PENGEMBANGAN

MANUSIA SuMBBR  DAYA  MANUSIA

6 tJn€un pBHolLTaelLp tiRuaAM pEiBRmnAmi[
6.01. m8rm!roRAT DABR^f[

6.01.CB.
PROGRAMFENvel,ENGGARAANPENGAWASAN

Persenta8e Peningkatan Sistem Pengawa8an Internal iNspEKroRAT

6 . 0 I . 03 .

PROGRAMPBRUMUSANKEB]JARAN,PENDAMPINGAN DANASISTENSI

F'erBenta8e Peningkatan Sjstei7] Pcngawasan lnteJT)al JNSPEKTORAT

Menindrt[]va Kaoabilita3 AP]P lNSPEKTORAT

per8entase pmingkatan SDM Pengrwa9 berkempeten INspBKroRAT

4.02. Bm[RCTARIAT DPRI>

4.02.02.

PROGRAMDUKUNGAN
PiT>9cntase jumlah raperda yang dihahaB dan

S EKRBTARIAT D PRDPE LAKSANAA N TUGASDANFUNGS]DPRD ditetapkan tepat waktu

4 uuetIR pENDtnrm® tJRu&^H pBImmriAm)I
4.01. antREITi^RIAT D^ER^II

4.01.02.

PROGRAMPEMERINTAHAN DANKESEJAHTERAANRArvAT

Plo9entase KgrjaBama yal) g ditandatangrni S EKRE'I`ARIAT DAERAH

Proscnfa8c bata8 wilayah adlninj8tra8i antar dead daTi
SEKRETARIAT DAERA HDaetah vane DitetaDkan

Prosentace fa8iLitas i cencelolaan kE:kavaan de8a SBKRETARLAT DAERAH
PtE>8entage Fhoduk HukuTn/[nformasi Hukum yang di

SBKRETARIAT DABRAlipubljhagikan pada Jaringan Dok`]mento3j dan
Informa8i Hukum
Pro3entase KoordinaBi yang Dilakuhan Di Bagian

SEKRETARIAT DABRAHKeseiehateTann Rak`rat
Fhosentage Monev yang Dilakukan Bagian

SEKRETARIAT DABRAHKc8eiah teraan I?akvat
Fhosenta8e Tinclakan Penccgahan Penyafahgunaan

SEKRBTARIAT DAERAHNarkoba vancL dilakukan
PTo8entase Pe]ayanan Fb3jlfta3i Kgwenan Ban

SEKRETARIAT DAERAHerhadao Ketrala/Wakil Keoala Daerah
Prosentace Kualitas Kfhidufnn Keagamaan Yang

sEiueRTARIAT DAEF2AHDitinckathan

Prosenta8e Peningkatan Kinet]a AFnratur Kecamatan S E KRETARIAT DAB RAH

F'ro8enfa8e PeninBhatan Kegiatan Bina Kgwi]Qyahan
sEKRE'rARiAT DAERAHvane Dihkukan

PlcisentaBe FleratuTan F'en)ndang - undangan yang
S EKRETARIAT DAERAHditetaDkan

4.01.CX).

PROGRAMPEREKONOMIAN DAN PTosentase Peng?daan Barang / Jasa Pernerintah
S BKRETARIAT DAERAH

PEMBANGUNAN ng belkualitas

Prosenta8e Kcordina8i I/ang Dilaku lcan Bagian
S EKRBTARIAT DAERAHSumbcr Dava Ahm

PTocentase KeberhaBitan PelakBanaan Program
SEKRETARIAT DABRAHPembaneu nan Dacrah

Pfo8entase kehijakan Pentbangunan Daerah yang
SEKRE'I`ARIAT DAERAHDifakraTiakan

F>rosentoge Koordina8; dafam Meninghathan
S EKRRTARIAT DAERAHPerekonomian



Tabel 9. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs
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Langiv±an Tabel 9.

Dari  penetapan  indikator  tersebut  di  atas,  diidentifikasi  menjadi  Daftar
Data  yang  harus  dikumpulkan  oleh   semua  Produsen  Data  (Lampiran   3).
Selanj.utnya  data  yang  dihasilkan  dikategorikan  per  sektor  dan  dibuatkan
metadatanya.  Untuk  keperluan  ttpzoeding dalam  portal  Open  Data  Kabupaten
Cirebon,  dibuatkan  tempzate  tabel  dengan  mengacu  pada  ketentuan  Standar
Data yang dikeluarkan oleh  Dinas Komunikasi  dan  Informatika.  Provinsi Jawa
Barat.



BAD IV

MANA4EMERT BASIS DATA

Manajemen Basis Data dflaksanakan untuk menyediakan Basis Data yang:
(a)    Menjamin    penyimpanan    Data    yang    akurat,    mutakhir    dan    dapat
dibagipakaikan di Pusat Data Nasional;  tb)  Menjalnin ketersediaan akses Data
yang  terus  menerus;  dan  (c)  Menjaga  keamanan  Data  dari  akses  yang  tidak
sesuai ketentuan tata kelola Data atau peraturan perundang-undangan terkait
pengelolaan      Data.       Kegiatan      Manajemen      Basis      Data      mencakup:
(a) Mendefinisikan kebutuhan Walidata dan Fhodusen Data untuk Basis Data; (b)
Mengelola Basis Data di Pusat Data Nasional; (c) Melakukan pemeriksaan Basis
Data     untuk     kesesuaian     dengan     prinsip     Satu     Data     Indonesia;     (d)
Menyebarluaskan Basis Data melalui Portal Satu  Data Indonesia;  (e)  Membuat
cadangan   dan  distribusi  Basis   Data;   dan   (q Merencanakan  dan   mengelola
perbaman Basis Data.

Dinas   Komunikasi   dan   Infomiatika   (Diskominfo)    Kabupaten   Cirebon
mempunyai Data Center yang terpusat di Kantor Diskominfo Kabupaten Cirebon,
terdiri dari 63  server dalam  18 rak,  UPS ben.umlah  5  unit dan firewall 4 unit.
Kapasitas  data center yaitu  Rockmount 25  unit 42U  dan  Bendwidth  2  GB/S.
Terdapat  perangkat  lunak  penyebarluasan  data  (WMS)  dan  Perangkat  lunak
penyebarluasan metadata (CSW).  Selain server Diskominfo,  dalam Data Center
juga terdapat beberapa server milik Perangkat Daerah lainnya untuk keperluan
penyimpanan database masing-masing Perangkat Daerah.

Manajemen database yang dilakukan terdiri dari data statistik sektoral dan
geospasial.   Untuk   data   statistik   sektoral,   pengelolaan   data   menggunakan
aplikasi Open  Data dalam website Cirebonkab dengan  server tersimpan dalam
Data  Center  Diskominfo,   sedan8han  data  geospasial  menggunakan  aplikasi
htto://cirebonkab.ina-sdi.or.id    yang    terkoneksi    di    geoporial    nasional    di
https://tanahair.indonesia.go.id/portal-web/.

Manajemen   basis   data   staLtistik   sektoral   dalam   aplikasi   Open   Data
Kabupaten Cinebon adalah sebagai berikut:



Gambar 2. F`1ow Chart Manajemen Basis Data Statistik Sektoral
dalam Open Data Kabupaten Cirebon

Penjelasan:

1.   Mulai
2.  Proses: Simpan berkas excel (.xlsatau .xlex) menjadi .csv (comma delimited)

a.  Penyimpanan: Berkas .csv siap untuk dipublikasi
3.  Proses: Periksa berkas .csv dengan text editor (notepad)
4.  Keputusan: Apakah pemisah menggunakan koma (,)?

a.  Ya: I,anjut ke nomor 5
b.  Tidak: Kembali ke nomor 2

5.  Proses: Pengajuan publikasi Open Data pada Situs Kabupaten Cirebon
6.  Keputusan: Apakah ].abatan pengguna sebagal DISKOMINFO Statistik?

(Bukan OPD)
a.  Ya:

i.     Basis Data: Datasets (status = published)
ii.     Lanjutkenomor9

b.  Tidak:
i.     Basis Data: Datasets (status = pending)
ii.     Lanjutkenomor7

7.  Proses: Periksa dataset Open Data berstatus pending



8.  Keputusan: Apakah formulir isian dan dataset sudah valid?
a.  Ya:

i.     Basis Data: Datasets (status = published)
ii.      I,anjutkenomor9

b.  Tidak:
i.    Masukkan Manual: Beri catatan kesalahan
ii.    Basis Data: Datasets (status = revision)
iii.    Proses: Perbaikan formulir isian dan dataset lalu pengajuan ulang
iv.    Kembali ke nomor 5

9.  Selesal

Penjelasan diagram flowchart yang digunakan:

Diagran Nana
Teminator
(Mulai - Selesai)

0
Hard Disk
(Penyimpanan)

Decision
(Keputusan)

Manual Input
(Masukkan
Manual)
Database
(Basis Data)

Process
(Proses)

Manajemen    basis    data    geospasial    dalam    aplikasi    geoportal    yang
dikemban8kan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) adalah sebagai berikut:

Gambar 3. Jaringan lnformasi Geospasial Nasional



Jaringan  informasi  geospasial  pusat  dan  daerah  akan  terhubung  dalam
geoportal nasional yang dikembangkan oleh BIG. Jaringan Informasi Geospasial
Pusat dikoordinasikan dan  dikelola melalui Simpul Jaringan  Kementerian dan
Jaringan  Informasi  Geospasial  Daerah  dikoordinasikan  dan  dikelola  melalui
Simpul  Jaringan   Provinsi  dan   Simpul  Jaringan   Kabupaten.   Di  Kabupaten
Cirebon,  pengelola simpul jaringan daerah adalah Dinas Pekeljaan Umum dan
Tata Ruang.

Alur kelja simpul jaringan adalah sebagai berikut:

JarlrlgBn re Tln8kat Pusat : lembaga tinggi negara, lnstansi Pemerintali, Tentara Naslonal Indonesia, dan Xepolisian Negara Republik Indonesia
Jarin83n IG Tln81lat Daerah : Seluruh Pemerintah Daerah
psl 4. ayat 2,3 & 4

Pe®tei.NoZltohi.n2014tei.tangloringontrlfomasiGeospesio]NoSFor.ol

Gambar 4. Alur Keq.a Simpul Jaringan



BABV

MANAJEMEN KUAIITAS DATA

Manajemen   Kualitas   Data   dilaksanakan   untuk   menjamin   Data   yang
dihasilkan Produsen Data yang: (a) Memenuhi prinsip Satu Data Indonesia; dan
(b)  Diperbarui  sesuai  dengan jadwal pemutakhiran  data.  Kegiatan  Manajemen
Kualitas     Data     melingkupi     kegiatan     untuk:     (a) Mengembangkan     dan
mempromosikan kesadaran kualitas Data; (b) Menentukan persyaratan kualitas
Data;  (c)  Menetapkan  profil,  analisis,  dan  nilai  kualitas  Data;  (d) Menentukan
matriks kualitas Data;  (e) Menentukan aturan bisnis kualitas Data;  (I)  Menguji
dan  memvalidasi persyaratan  kualitas Data;  (g) Menetapkan  dan mengevaluasi
tingkat layanan kualitas Data; dan (h) Mengukur dan memantau kualitas Data
secara berkelanj utan.

Manajemen   kualitas   data   di   lin9kup   Pemerintah   Daerah   Kabupaten
Cirebon dilakukan dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama di level Produsen Data,
dimana  setiap  Perangkat Daerah  memeriksa data yang dikumpulkan  sebelum
diserahkan  ke  Walidata  atau  sebelum  givprtffl.ng  data  ke  aplikasi  Open  Data.
Tahap kedua di level Walidata,  dimana Walidata memeriksa data yang dikirim
oleh   Produsen   Data  sesuai   Prinsip   Satu   Data  Indonesia.   Jika  data  yang
dikirimkan atau diinput oleh Hodusen Data sudah sesuai dengan Prinsip Satu
Data, maka akan dilakukan approval ke dalam aplikasi Open Data. Sebaliknya,
jika tidak sesual dengan Fhinsip Satu Data Indonesia, maka data akan ditolak
dan dikembalikan kepada Produsen Data untuk diperbaiki.

Untuk meningkatkan kualitas data,  Diskominfo juga melakukan standar
data   dengan   mengacu   pada   petunjuk   pelaksanaan   standar   data   yang
dikeluarkan oleh Diskominfo FTovinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Sumber
padatanggal  31   ]uli   2024

Pj. BUPATI CIREBON,

WAHYU MIJAYA



PEREENTAII KABUPATEN CIREB ON
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

J1.  Sunan Drajat No.15 Telp. (0231 ) 8330580
email : diskominfo@cirebonkab. go. id

SUMBER 45611

Kepada
Dari
Tanggal
Nomor
Si fat
Lampiran
Perihal

NOTA DINAS

Yth. Bapak Pj. Bupati Cirebon
Kepala Dinas Komunikasi dan lnformatika Kabupaten Cirebon
11  Juli 2024
500.12.6/762/SpeGov
Penting

Permohonan    Penandatanganan    Keputusan    Bupati   Tentang    Penetapah
Pedoman   Manajemen    Data   Sistem   Pemerintahan    Berbasis   Elektronik
Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Disampaikan        dengan        hormat,        dalam        rangka        percepatan

penyelenggaraan    Sistem    Pemerintahan    Berbasis    Elektronik    Kabupaten
Cirebon  sebagai  tindak    lanjut  amanat  Perpres  No  132  tahun  2022  tentang

SPBE  dan  Peraturan  Bupati  No  96    Tahun  2022  tentang  SPBE    yang  juga

merupakan salah satu lndikator Kineria Utama Bupati.

Berdasarkan hal tersebut,  Dinas Komunikasi dan  lnformatika  Kabupaten

Cirebon telah menyusun Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Pedoman

Manajemen    Data    Sistem    Pemerintahan    Berbasis    Elektronik    Kabupaten

Cirebon.

Selanjutnya,   mohon   kiranya   Bapak  berkenan   untuk  menandatangani

Surat Keputusan  Bupati sebagaimana dimaksud.  Demikian atas perhatian dan

perkenaan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Komunikasi dan lnformatika
Kabupaten Cirebon ,

BAMBANG SuDARYANTO, SH.,MH.
Pembina Tk.  I

NIP.19781024 2006041015

Tembusan :
Yth.  Pj.  Bupati Cirebon


